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Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Langkungan



Salam Rimbawan,

alam era teknologi modern, segala sesuatu

semakin mensyaratkan kecanggihan

penanganannya. Pengelolaan sumber daya
hutan berbasis lahan yang begitu luas menjadi
sangat terimbas dengan ketersediaan manajemen
data primer maupun sekunder terkait efektifitas
kelolanya. Untuk itu buletin Planolog edisi kali ini
berusaha menengahkan upaya terkait teknologi
akurasi data antara lain: peraturan dan sarana
prasarana terkait data informasi pengelolaan
sumber daya hutan. Mudah-mudahan informasi ini
menjadi sangat relevan dengan peningkatan
pengetahuan khususnya penyusunan perencanaan
yang mendukung ide fikir pembangunan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, sekarang dan yang akan
datang, semoga.

Selamat Membaca.

Redaksi

Sekretariat ;
Baglan Program dan Evaluasi

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gd. Manggala Wanabakti Blok | Lantai 8 Telp. (021) 5730289
E-mail: datainformasi.planclogi@gmall.com

SIMONTANA Maju Kompetisi.... 1
Amdal Sebagal Alat Pengambilan I{eputunn
dalam Tahap Perencanaan Kegiatan.... N

Mengenal Sekilas Proyek Forest Investment
Program (FIP) Il "Promoting Sustainable
Community Based MNatural Resource
Management And Institutional Development

Aplikasi Teknologi Penginderaan Jauh dalam

Kajian Ekosistem Lahan Gambut Tmpis di
Indonesia... P, PRRR |

Taman Buru I.:ngga Isarq KSAatau KPA?.., . 24
Big Data dan Machine Learning sebagai Alat
Bantu Penyelesaian Permasalahan
Penggunaan Ftuang Mengenal Ekoreglnn Lebih
Dalam... e T e
Sekilas Acara Wbrtshap on Reg:maf Land
Cover Monitoring System (RCLMS) - Production

Workshop #4 Customization and User
Engagement,Servir-Mekong.........ccccceceevevueeeeen. 30

Potensi Drone untuk Pengelolaan Hutan.......... 32

Model Optimasi Pola Pengelolaan Hutan
Haiqrat di 'I.'."llavah Kawasan Rawan Bencana 35
UI‘EEI‘!SI Inventarisasi Hutan dalam Mendukung
Perencanaan Kehutanan di Provinsi Sulawesi
Tengah Menuju Pengelolaan Hutan Lestari ....... 40

Inventarisasi Hutan di Indonesia; Sebuah
Tinjauan.... o e e L L

Potret Hutan Bengkulu S i i s )

Inventarisasi Hutan dan Sosial Buda','a pada

Permasalahan Tenurial dan Konflik Kawasan

Hutan... - R - . |
Advanr.ed REDD+ Des!gn and Implernentatmn

DEWAN REDAKS| | Penanggung Jawab: Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Dewan Pembina: Direktur
Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Pemimpin Redaksi: Syaiful Ramadhan | Anggota Redaksi: Sigit Nugroha,
Triyono Saputro, Ari Sylvia Febrianti | Redaksl Pelaksana: Dhany Ramdhany, Watty Karyati, Sriwati | Editor: Dapot Napitupuluy,
Destiana Kadarsih, Deazy Rachmi Tnsatva, Sutnhadi, Agung Prabowo, Farid Muhammad, Emma Yusrina Wulandari | Sekretariat:

Yusmaini, Tenang taﬂﬁ!‘-!ﬁl tonga, Muthiyah

+Agung Bayu Nalendro, Reinold Simangunsong




SIMONTANA
MAJUKOMPETISI

d--""""_.-_-

DR. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc., Direktur IPSDH

isbern Monitoring Hutan  Masional
S [SIMONTAMA) sebuahinovas! don kreas)

pola baru monitoring (pemantauan)
sumber daya hutan di Indonesia yang
dikembangkan oleh Direktorat IPSDH. Sistem
il dilkutkan dalam Kompetls]l Inowvas]
Pelayanan Publik (SINOLINGHUT) lingkup
Eselon Il dan UPT Kementerian LHK Tahun
2017, Pelaksanaan kompetisi diatur dalam

Peraturan Sekretaris Jenderal Mo rmor
P.2/Setjen/Ropeg/OTL.O/0/2017, tanggal 13
Kegiatan

1. Pengumuman Kompetisi
Z. Par;g:a‘uan F'mpm:‘r
3. Penilaian Proposal
4. Pemilihan Top 5 per kategori
5. Penentuan Pemenang I, Il dan il
6. Pengumuman dan Penyerahan
Penghargaan

Kategorl Inovasi dalam  kompetisi
SINOLINGHUT ini  dikelompokkan menjadi
tujuh kategori, yaitu:

1. Inovasi proses (process inmovation)

2. Inovasl metode (method Innovation)

3. Inovasl produk {product innovation)

4. Inovasi konseptual {conceptual innovation)

5. Inowvasi teknologi (technology innovation)

6. Inovasi hubungan [refationship innovation)

7. Inovasl pengembangan sumber daya
manusia fhuman resources development
innovation)

e
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Maret 2017 tentang Pedoman Kompetisi
Inovasl  Pelayanan Publk  Kemernterian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017,

Eompetisi inf diselenggarakan dalam
rangka meningkatkan kinerja Kementerian LHK
dalam pelayanan publik serta untuk
menggugah semangat inovasl dl Kermenterian
LHE. Jadwal Pelaksanaan SINOLINGHUT 2017
sebagai berikut:

Waktu
Mirnggu Il Maret 2017
Apr-ll_;— September 2017
Oktober = November 2017
Minggu Il November 2017
Minggu | Desember 2017

Acara Peringatan Harl Bakti Rimbawan 2018

NOVELTY (Kebaruan] SIMONTANA
Pemantauan sumber daya hutan yang
dilakukan Kementerian LHK dalam hal inl cleh
Direktorat  |Inventarisasl dan  Pemantauan
Sumber Daya Hutan {Dit. [IPSDH), Ditjen
Planologl Kehutanan dan Tata Lingkungan
adalah pemantauan tutupan hutan dan lahan
seluruh Indonesia. Penutupan lahan dihasilkan
dari kegiatan penafsiran data citra satelit
secara manual.
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Monitoring adalah
kegiatan yang dilakukan
untuk memetakan sumber
daya hutan dan memantau
perubahan luasan hutan di
seluruh Indonesia dari
hasil penafsiran dota citra
penginderaan jauh
{remote sensing) yvang
menghasilkan Peta
Penutupan Lahan
Indonesia

begitu cepat, keadaan tutupan hutan {land cover) berubah
dengan dinamika yang sangat beragam karena tuntutan
pembangunan nasional. Dinamika perubahan tutupan yang
berhutan menjadl tidak berhutan darl berbagal penyebab
(drivers of deforestation) maupun kondisi sebaliknya
penambahan tutupan hutan [reforestation dan offorestasi)
harus diketahul secara pastl.

Kegiatan  monitoring  sumber daya  hutan
menggunakan data citra satelit  atau  inventarisasi
penginderaan jauh sudah dilaksanakan Kementerian LHK sejak
tahun 1930 sampai dengan saat ini, yang menghasilkan Peta
Penutupan Lahan tahun 1990, 1996, 2000, 2003, 2006, 2003,
2011, 2013 atau tiga tahunan atau lebih, Dengan meng-
overiay-kan dua periode [(n+1)-n] Peta Penutupan Lahan yang
berbeda tahun bisa diketahui perubahan penutupan lahan
akibat deforestesi atau reforestation dan aofforestosi yang
terjadi di tingkat tapak {lapangan).

Tersedianya Peta Penutupan Lahan
Indonesia dengan periode yang jauh (lama)
dan tidak reguler berakibat pada pengambilan
kebijakan tidak sesual dengan perubahan yang
terjadl di lapangan, bahkan sektor laln
menganggap inl thdak memberikan iklim usaha
yang sehat.

Demikian juges target pembangunan
nasional  dan  tuntutan  internasional
memeriukan dukungan ketersediaan data dan
informasi mengenal tutupan hutan dan lahan
serta perubahan PEngUrangan dan
penambahan tutupan hutan dan lahan yang
dipresentasikan dalam bentuk peta yang
akurat dan tepat waktu.

MENUJU PERUBAHAN

Proses Perubahan:
Reliohle and HGmely monner
Forest Repart
{menjadi handal, terpercaya |

seriatepat walkiu)

MONITORING
HUTAN

TIGA
TAHUNAN

Inovasi/ Terohosan

MONITORING
HUTAN
TIAP

1. HeRonstroksi kebijakan

2. Penppanaan (CT

3. Penerapan M = 5DM
N 4 Hevisi Angparan
) 5stakeholder Aedworkiding

%

=¥ transparansl, akuntabilitas dan partisipas| — goeod governance

Inovasi mendukung pelayanan publik yang prima
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Langkah-langkah
ditempuh menuju perubahan melalui:
(1) rekonstruksi kebijakan dan regulasi
{2) penggunaan information communication
technology
(3) penerapan total quality management
(4) revisl anggaran dan
(5) stokeholder networking.

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Rekonstruksi Kebijakan
Perubahan diawali dengan mempelajari
business process sehingga mengetahul
tata kerja dan tata laksana yang belum
optimal, hal yang paling mendasar dalam
kegiatan monitoring hutan saat ini sangat
sentralistik dan dikerjakan sendiri oleh
unit kerja ini. Setelah berhasil mengurai
proses kerja kemudian dilakukan
pendokumentasian dalam bentuk
tulisanfpaper {publikasi, jurnal) vang
kemudian dituangkan dalam kebijakan
atau Peraturan.

2. Penggunaan IcT
Communication Technology)
Perubahan vyang diharapkan mampu
memberikan pelayanan informasi yang
lebih cepat, transparan, akuntabel serta
melibatkan partisipasi masyarakat secara
interaktif, hal itu akan terwujud dengan
memanfaatkan ICT atau sering disingkat /T
yang tepat guna dengan pemberdayaan
sarana dan prasarana yang telah ada.

TQM  (Total  Quality

yang

(information

Unsur utama dalam inovasi ini adalah man
behind the gun, oleh karena itu dibangun
budaya kerja vyang baik melalui
pembinaan dan penerapan nilai-nilai etika
dan integritas yang tinggi. Pembinaan
sumber daya manusia (SDM) memilih
metode Total Quality Management
(TQM). TQM merupakan manifestasi dari
Budaya (culture), Perilaku (attitude) dan
Organisasi {organization).

4. Revisi dan Pengelolaan Anggaran
Alokasi anggaran yang ada saat ini dapat
dipastikan masih business as usual
~seperti yang dulu, dengan adanya
perubahan tentunya perlu diikuti dengan
revisi anggaran yang ada sehingga lebih
efisien serta dapat menggali

—/W
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dana/ er lain yang sah
" dan tidak mengikat.

Oleh karena itu karena ada perubahan
yang diusung maka perlu dilakukan revisi
anggaran tahun berjalan baik melalui
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun
melalui DJA (Dirjen Anggaran) dengan
mempelajari keterkaitan antara Output-
Kegiatan-Program dengan Mata Anggaran
dalam DIPA Tahun Anggaran berjalan.

5. Stakeholder Networking

Disadari sepenuhnya pada era globalisasi
dan keterbukaan saat ini, kita tidak bisa
bekerja sendiri tanpa memanfaatkan
jejaring yang ada. Oleh karena itu dalam
perubahan ini akan mengidentifikasi
semua stokeholder yang ada, kemudian
menjalin dan menggalang kerjasama
seluas-luasnya dengan memberdayakan
kompetensi masing-masing, seperti kata
pepatah kita serahkan pada shlinya
sehingga jelas who's doing what.

Proses Kreatif dan Inovatif SIMONTANA
Dalam kemajuannya SIMONTANA melalui
beberapa inovasi secara simultan dan sinergi
dalam kegiatan perubahan tersebut, yaitu:

Sebelum terjadi perubahan, semua
proses monitoring hutan dilakukan sendiri oleh
internal Dit. IPSDH, sehingga terkadang ada
pekerjaan penting tidak sempat diselesaikan.
Setelah dilakukan perubahan inovasi proses
vang dilakukan dalam monitoring hutan
dengan di-desentralisasi melalul  suatu
peraturan perundangan, maka melibatkan
eksternal Dit.IPSDH bahkan di luar KLHK yang
mempunyai tupoksi terkait erat dengan proses
penginderaan jauh. Sehingga betul-betul
pekerjaan dikerjakan oleh para ahli sesuai
experties-nya.

Peta Penutupan Lahan vyang ada
sebelum dilakukan inovasi adalah tahun 1990,
1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013
{dengan periodisasi yang tidak teratur).
Setelah dilakukan perubahan melalui inovasi
produk bisa dihasilkan Peta Penutupan Lahan
tahun 2012, 2014, 2015, 2016. Produk time
series ini sangat ditunggu oleh Direktorat
(Eselon 2) lain di dalam Kementerian LHK
maupun di luar kementerian, misalnya
ATR/BPN, Pertanian, ESDM, BIG, Bappenas,
BNPB, BMKG, Universitas, Lembaga penelitian,
LSM_ serta instansi- terkait dengan land-based




1980

Dalam proses monitoring hutan, dengan
perubahan yang dilakukan telah dilakukan
permbakuan tata cara proses standar sesual
dasar penginderaan jauh yang scientific based,
mutakhir dan melalui inovasi metode sehingga
proses dapat dilakukan oleh operator dan
dapat dengan mudah dipelajari dan direplikasi
oleh unit instansi yang melakukan pekerjaan
penginderaan jauh untuk monitoring hitan.

Perubahan cara monltoring  hutan
setelah  dilakukan  inovasi  benar-benar
dirasakan dapat memberikan solusi yang tepat
terhadap permasalahan selama Ini, vaknl
ketersediaan data dan informasi mengenai
tutupan hutan dan perubahan tutupan hutan
secara periodlk, tepat waktu dan terpercaya.
Perubahan ini didukung dengan Inovasi
konseptual yang mendasar karena melibatkan
unsur interral danm eksternol yang mampu
memunculkan  paradigma baru  dalam
pemantauan sumber daya alam Kkhususnya
hitan.

Proses penginderaan jauh tidak bisa
terlepas dengan penggunaan teknologi, dalam
perubahan yang dilakukan ini banyak dilakulan
inovasi teknologl pada proses remole sensing
dengan memanfaatkan teknologi hordware
dan software terkini, bahkan dilengkapi
dengan sistem Informasi dan  komunikasi
tercanggih. Hal tersebut memungkinkan terjadi
setelah dilakukan revisi anggaran sehingga
lebfh berdaya guna dan berhasll guna.

Pemutakhiran Peta Penutupan Lahan in
hanya mungkin terjadi dengan pendekatan
yang Intensif dengan para stokeholders,
Mekanisme baru yang diterapkan dalam

sistem  monitoring  hutan nwf'

|
{
1 v —
': i
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206
menerapkan fnovasi hubungon dengan para
pihak di tingkat nasional, internal LHK dan
dengan UPT. Hubungan kerja sama tersebut
diwujudkan dalam bentuk Kesepakatan
Bersama (Mol) dengan LAPAN dan BIG oleh
pimpinan lembaga dalam hal inl Menterl LHK
dan Kepala LAPAN dan Kepala BIG, yang
menyepakati dukungan kedua institusi ini
dalam sistern monftoring pola baru. Perjanjian
Kerja Sama (PKS) antar Eselon | dan Eselon |,
yang menguraikan Mol agar dapat dilakukan
kegiatan teknis antara ketiga institusi.

Semua perubahan hanya dapat terjadi
apabila didukung dengan staf, operator dan
pelaksana teknis yang menjalankan kegiatan
tersebut. Upaya dilaksanakan dalam copocity
building melalui inovesi pengembangon
sumber doya maonusio dengan berbagai
kegiatan yang terjadwal denmgan balk, salah
satu upaya yang dilakukan dan sangat efektif
adalah dilzksanakannya Pembinaan dan
Training sumber daya manusia dengan metode
TaM (Total Quality Management).

Manfaat inovasi

SIMONTANA memberi dampak yang nyata
tidak saja bagi intitusi Direktorat IPSDH namun
juga memberikan kontribusi positif terhadap
publik atau masyarakat luas.

Manfaat bagi institusi: 'Meningkatkan citra
instansl’
# Memberikan kepercayaan diri yang lebilh
baik terhadap institusi,
* Memacu unit kerja yang lain untuk terus
berkreasi dan berinovasl.
¥ Meningkatkan kredibilitas institusi di

dalam ﬂmluw-mmi_..._\\
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# Menjadi institusi yang profesional sesua
prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Manfaat bagi masyarakat: 'Meningkatkan
kepercayaan masyarakat'

» Memberikan informasi publik yang akurat
terhadap kondisi hutan Indonesia.

» Memberikan kejelasan walidata
{custodianship) penutupan lahan dalam
rangka mewujudkan Kebijakan Satu Peta
(One Map Policy).

¥ Mendorong terwujudnya Pembangunan
Low Emission Development Strotegy
(LEDS).

¥ Mendukung iklim investasi yang sehat dan
kepastian berusaha.

» Meningkatkan posisi tawar Pemerintah
Republik Indonesia di tingkat global atau
dunia internasional terutama terkait
penanggulangan perubahan iklim.

¥ Mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola
yang baik untuk menjamin kesejahteraan
nasional (national prosperity).

Contoh hasil
Dengan adanya produk SIMONTANA maka
pengambilan kebijakan dapat dilakukan
dengan cepat dan mudah dengan
menggunakan analisis spasial penutupan lahan
yang ada, seperti untuk:
1. Analisis Rencana Pengelolaan Hutan;
2. Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi;
3. Peta Indikatif Penundaan Pemberian lzin
Baru (PIPPIB);
4. Peta Arahan Kawasan Hutan Untuk
TORA dan Perhutanan Sosial;
5. Peta Manajemen Penanggulangan
Bencana (Karhutla, Banjir, Longsor) ;
6. Penggunaan data pemantauan hutan
untuk Restorasi hutan;
7. Penggunaan data pemantauan hutan
untuk Penegakan Hukum;
8. Penggunaan data pemantauan hutan
untuk FREL dan Indonesia's NDC.

Pembelajaran

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan
kegiatan perubahan menuju pola baru
pemantauan sumber daya hutan adalah
keengganan dan perlawanan (reluctance and
resistance) dari para pemangku kepentingan
(stakeholder), kekhawatiran bahwa sistem
baru akan mengganggu 'kenyamanan' kerja
selama ini dan anggapan sistem baru akan

T
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mengakibatkan - beban—k menjadi lebih
..--:‘ e ey

Ternyata dengan upaya yang persistent
{gigih dan terus menerus) serta pendekatan
terhadap semua level stakeholder yang
dilakukan secara formal dan informal berhasil
meyakinkan bahwa sistem baru ini akan
memperjelas who's doing what melalui proses
kerja yang dituangkan dalam alur kerja, beban
kerja, distribusi kerja yang jelas karena semua
terjadwal dan terdokumentasikan secara rapi.

Disamping Hu sistem baru juga akan
memanfaatkan teknologi baru sehingga
kecepatan dan keakuratan kerja terjamin
dengan baik, sehingga operator merasakan
memiliki kepercayaan diri yang meningkat.

Pembelajaran yang terpenting adalah
adanya komunikasi dua arah yang aktif dan
sangat kentara antara Dit. IPSDH dengan para
pengguna dan pemangku kepentingan di luar
unit kerja, hal ini berdampak sangat positif

dengan naiknya tingkat akurasi produk-
produk Peta Penutupan Lahan Indonesia
karena pengguna (user) akan selalu
memberikan masukan atau koreksi untuk
perbaikan dan pemutakhiran.

Berkelanjutan dan Dapat Direplikasi
Produk-produk  yang  dihasilkan  oleh
SIMONTANA sudah sangat dinantl oleh

pengguna tidak saja di internal KLHK namun
juga eksternal KLHK, ini suatu hal yang
membanggakan bagi kami unit kerja dan
tentunya bagi Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Hasil-hasil analisis spasial Peta
Penutupan Lahan Indonesia telah banyak
membantu memecahkan permasalahan di
tingkat nasional bahkan secara detail di level
daerah. Oleh karena itu akan terus dijaga
komunikasi antara SIMONTANA dengan para
pihak agar hubungan baik yang telah terjalin
terus dapat ditingkatkan.

Pembaharuan sistem monitoring sumber
daya hutan yang diramu dalam SIMONTANA
telah didokumentasikan dalam berbagai
regulasi dan peraturan, Juknis dan Juklak serta
publikasi baik nasional maupun internasional
sehingga sangatlah mudah sistem ini untuk
direplikasi di tempat lain yang memanfaatkan
teknologi penginderaan  jauh untuk
pemantauan perubahan tutupan hutan, Bagi

unit.kerja di luar KLHK yang ingin melakukan




replikasi metode atau sistem inm--

mudah untuk menerapkannya  karena
dokumentasi SIMONTANA mudah didapatkan
bahkan bisa diakses dan diunduh secara gratis
untuk publik.

Adanya kerjasama dan  technical
assistance darl FAOQ, GIZ, UK-5poce, Maryland
University dan WNorwoy dengan keyakinan
penuh  kami merencanakan SIMONTAMNA
mampu menghasilkan data dan Informasl
setiap bulan {Monthly), hal ini akan sangst
mendukung kegiatan penegakan hukum,
pengendallan perubahan Iklirm dan
pembangunan rendah emisi.

Kesirmpulan

Implementasi dan penetrasi SIMONTANA
(Sistemn  Moniboring Hutan Nasional] atau
NFMS [Notional Forest Monftoring System)
dalam unit kerja internol dan eksternal Dit
IPSDH sudah terinternalisasi dengan sangat
balk danm telah merubah paradigma
pemantauan Sumber daya huwtan secara
terstrultur, sistematis dan masif.

Selain itu ide pembaharuan SIMONTANA
sl forisinfl] oleh Inovator yang digali cari
permasalahan  mendasar yang  ditemui
sebelumnya di unit kerja Direktorat IPSDH,
Ditjen Planologi Kehutanman dan Tata
Lingkungan (PKTL).

Inovasi  yang  dilakukan  telah
memberikan maonfoot nyata terutoma dolam
pemecohon mosaleh terbatasnya data dan
informasi mengenai tutupan hutan dan lahan
serta perubahannya, hal ini bermanfaat dan
mendukung kinerja infernal dan eksternal unit
kerja Dit. IPSDH, Ditjen PKTL.

Mpenﬁmﬁn

fmrfesta.r:es} inovasi tersebut disusun rinci
{detall)] dalam tohopon kegioton yang jelos
dan terukur serto telah dioplikesi secoro
internafized, sehingga pencapaiannya sangat
mudah untuk dievaluasi dan dikoreksl apabila
terjadi penyimpangan atau kesalahan.

SIMONTANA didokumentasikan dengan
baik dalam berbagai regulasi dan peraturan,
Juknis dan Juklak serta Publikasi, hal inl sengat
memudahkan untuk mereplikasi inovasi ini di
unit kerja atau instansi lain.

Pembaharuan  sistern  pemantauan
sumber daya hutan dan lahan yang diciptakan
ini seleres daon mendukung sistemn dan
kebijokan naslonal bahkan terkait erat dan
mendukung target pembangunan nasional
serta tidak bertentangan dengan peraturan
vang berlaku, sebaliknya sistem Inl telah
dituangkan dalam regulasl dan peraturan
pemerintah yang dapat diacu dan dipedomani
oleh instansi land-based sector lain.

Akhirnya, kompetisl SINOLINGHUT 2017
diharapkan dapat mendukung percepatan
pencapaian Reformasi  Birokrasi  di
Kementerlan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, ini akan berdampak pada tingkat
pelayanan publik di Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan {KLHK),

Dengan proses kreatif dan inovatif
SIMONTANA menjelma menjadi sebuah sistem
yang mendukung pelayanan publik yang prima,
transparan, akuntabel dan partisipatif menuju
good governance pengelolaan hutan yang
mantap dan menyediakan lingkungan hidup
vang balk dan sehat.

SIMONTANA

[Sistem Monitoring Hutan Nasional]
)

ook
5 Weinn [danl b

)
adatah buring feevis, dikenal
cebagal lambang atau simbal

Ibmu pengetahuan.
Sline: S dmeodse

Diadafs dongan hatagan
SIMONTARS dapat imewujudken

sifat-sifat dan mempu mengamagi

dengan seksama semn

ST,
- Cerdas, tepal,

- Jell, awas dan tajam serta

- Terpercaya.

SI BINO

.
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AMDAL SEBAGAI ALAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pendahuluan

mdal sudsh dikenal di Indonesia sejak

30 tahun yang lalu melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986.
Instrumen ini dibangun dan dipergunakan
sebagai salah satu environmental sofeguord
untuk melindungi lingkungan dan sebagai
pertimbangan dalam pengambilan keputusan
apakah suatu wusaha danfatau kegiatan
tersebut “go or not go”. Mamun, paradigma
tersebut saat ini telah bergeser. Sebagian
pihak menganggap bahwa Amdal hanyalah
salah satu syarat administrasi belaka dan
hanya sebagai pelengkap dalam proses
perizinan. Terlebih dalam era pembangunan
vang cukup masif =zaat ini, sudah jamak
anggapan bahwa Amdal adalah penghambat
pembangunan dan penghalang investasi,
Bagaimanakah prozes Amdal sampai dengan
pengambilan  keputuszan kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan?

2. Pengertian dan Definisi

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, atau
lebih dikenal dengan Amdal, telah mengalami
beberapa perbaikan. Saat ini pemerintah telah
menarbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 tentang lzin Lingkung anvang telah
mengatur tentang Amdal. Peraturan Ind
merupakan peraturan keempat yang mengatur
tentang Amdal, sehingga Amdal saat inl dikenal
sebagal Amdal generasl keempat. 5alah satu
elemen utama dalam Peraturan Pemerintah ini
adalah dengan mengintegrasikanAmdal
dengan instrumen perizinan yang disebut
sebagal lzin Lingkungan.

Secara definisl, Amdal adalah kajian
mengenal dampak penting suatu Usaha
dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Keglatan',
dimana lingkungan hidup merupakan kesatuan

! Pasal 1 PP 27 Takun 2013 tentang lzin Linghungan
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DALAM TAHAP PERENCANAAN KEGIATAN

Oleh: Farid Mohammad 5T., M. Env
Kasi Audit Lingkungan Hidup,

Subdit Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi,
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

ruang dengan semua benda, dava, keadaan,
dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lain®.

Adapun izin merupakan suatu
pernyataan mengabulkan (tidak melarang) ?
atau secara lebih tegas didefinisikan bahwa
izin [vergunning) adalah suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan Undang-Undang atau
Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan
tertentuy  menyimpang darl  ketentuan-
ketentuan larangan peraturan perundang-
undangan * . Apabila definisi  tersebut
dipersempit terhadap "lzin Lingkungan”, maka
akan bermakna bahwa izin lingkungan
merupakan instrumen tata usaha negara untuk
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan. lzim Lingkungan ini  diberikan
kepada setiap orang yang melakukan Usaha
dan/atau Kegiatan vang wajib Amdal atau UEL-
UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan  hidup  sebagal
prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau
Eegiatan.

3. Penentuan Usaha/Kegiatan Wajib Amdal

Proses penentuan suatu usaha/kegiatan wajib
memyusun  Amdal dikenal dengan istilah
penaplsan.5aat inl, metode penapisan yang
digunakan adalah metode 1 langkah, dimana
setiap orang dapat mellhat pada suatu “daftar
positif/positive fist* yang tercantum dalam
Permen LH nmomor 05 Tahum 2012 tentang
kriteria jenis usaha danfatau kegiatan yang
wajlb dilemgkapi dengan Amdal. Sebagai
contoh adalah pembangunan dermaga dengan
panjang 250 m adalah keglatam vang wajib
dilengkap dengan amdal. Hal ini dikarenakandi
dalam daftar tersebut, tercantum kriteria wajib

* pagal 1 UL 32 Tahun 2000 Tentang PerSsdungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

! kamus Besar Bakasa indonesia [hitps:/ kbl web.idfizin]
“Adrian Sutedi 1011 Good Corporate Governance




Amdal untuk pembangunan dermaga sebesar
panjang =200 m atau luas 26000 m*.®

4. Pemilihan Metode

Amdal pada dasarnya sebuah kajian ilmiah
vang dilakukan oleh pemrakarsa untuk
membuktikan bahwa rencana usaha dan/atau
keglatan yvang akan dilakukan tersebut aman
bagl lingkungan hidup (ramah lingkungan).
Kajlan tersebut dilakukan melalul berbagai
proses termasuk proses pelibatan masyarakat.

Sebagal sebuah kajian iimilah, Amdal
berisi tentang informasi mengenal identifikasi,
prediksi [prakiraan), evaluasi serta mitigasi
berbagal dampak lingkungan yvang akan terjadi
di masa depan (blogefisik kimia, soclal-
ekonomi, sosial budaya dan kesehatan
masyarakat) darl rencana usaha dan/atau
kegiatan (proyek) vang akan dilakukan saat ini.
Oleh karena itu, dalam hal pemilihan metode
studi perlu dilakukan secara cermat dan teliti
untuk dapat menghasilkan studi vang dapat
dipertanggungjawabkan mengingat dokumen
Amdal ini tidak hanya akan digunakan oleh
pemerintah dan pemrakarsa kegiatan untuk
menentukan kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan, namun rincian data dan informasi
didalamnya sangat penting dalam pengelolaan
lingkungan, pemantauan lingkungan, sampai
dengan pelaksanaan pengawasan lingkungan
hidup.

Adapun beberapa metode studi vang
dipergunakan mencakup metode
pengumpulan data, metode analisis data,
metode prakiraan dampak, dan metode
evaluasi dampak ®* . Pemerintah tidak
membatasi kewajiban kepada pemrakarsa
kegiatan untuk menggunakan metode tertentu
dalam penyusunan dokumen Amdalnya.
Secara prinsip, berbagai macam metode
terbuka untuk digunakan sepanjang ada dasar
ilmiah penstapan penggunaan metode studi
tersebut.

5. Prediksi “With and Without Project”

Prakiraan dampak merupakan inti dari
dokumen Amdal. Pada bagian ini, pemrakarsa
menyampaikan hal-hal yang bersifat prediktif
terhadap usaha dan/atau kegiatannya apabila

* Lampiran | Huruf F Angka 4 2 Parmsen LH Be. 5 Tahun 2012
tentang Krbteris lemi Lsakha dan/stou Eegistan vang Wajil
dilengkap dengan Arndsl

o Peraturan Menteri LH Normor 16 Tahien 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Uingkungan Hidup

telah dilaksanakan. Pemrakarsa harus mampu
membandingkan kondisi lingkungan secara
detail baik dengan adanya provek maupun bila
tidak ada proyek. Selain itu prediksi dampak
harus dapat meryatakan kondisi lingkungan
sebelum dan sesudah adanya usaha dan/atau
kegiatan.

Penyajlan prakiraan dampak tersebut
akan memberikan gambaran yang utuh kepada
Komisl Penilal Amdal yang terdiri dari tim
tekmis, instansi terkait, para pakar dan
masyarakat untuk dapat melakukan penilalan
apakah kegiatan ini "pantaz” dilanjutkan atau
tidak.

6. Menilal Kelayakan Lingkungan

Penilaiam kelayakan lingkungan didasarkan

terhadap 10 (sepuluh) kriteria kelayakan

lingkungam, yaitu:

1) Rencana tata ruang sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2] Eebijakan di bidang perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan  hidup  serta
sumber daya alam (PPLH & PSDA) vang
diatur dalam peraturan  perundang-
undangan;

3} Eepentingan pertahanan keamanan;

4] Prakirasan secara cermat mengenal
besaran dan sifat penting dampak dari
aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi,
budaya, tata ruang, dan kesehatan
masyarakat pada tahap prakonstruksi,
konstruksi, operasi, danm pasca operasi
Usaha dan/atau Kegiatan;

5) Hasil evaluasi secara holistik terhadap
seluruh dampak penting sebagai sebuah
kesatuan yang saling terkait dan saling
mempengaruhi  sehingga  diketahui
perimbangan dampak penting vyang
bersifat positif dengan yang bersifat
negatif;

6) Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak
terkait yang bertanggung jawab dalam
menanggulanggi dampak penting negatif
yang akan ditimbulkan dari Usaha
danfatau Kegiatan yang direncanakan
dengan pendekatan teknologi, sosial, dan
kelembagaan;

7} Rencana usaha danfatau kegiatan tidak
menganggu  nilai-nilai sosial atau
pandangan masyarakat {emic view);

8) Rencana usaha danfatau kegiatan tidak
akan mempengaruhi dan/atau
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mengganggu entitazs  ekologls vang

merupakan:

i) entitas danfatau spesies kuncl (key
species);

il  memiliki nilai penting secara ekologis
{ecological impartance);

iii) mmemilki nilai  penting  secara
ekonoml  [economic Importance);
dan/atau

iw] memiliki nilai penting secara ilmiah
{scientific importonce).

9) Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak
menimbulkan gangguan terhadap usaha
danfatau kegiatan yang telah ada di
sekitar rencana lokasi usaha dan/fatau
keglatan;

10) Tidak dilampauinya daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup dari
lokasl rencana usaha dan/atau kegiatan,
dalam hal terdapat perhitungan daya
dukung dan daya tampung lingkungan
dimaksud.

7. Persyaratan  lzin

peraturan sektoral
Ujung akhir dari seluruh proses inl adalah
memberikan environmental clegrance
terhadap pengambllan keputusan terkait "go
or not go” suatu usaha/kepiatan atau lebih
biasa dikenal sebagal penerbitan |zin
usaha/kegiatan oleh sektoral. Seluruh

Lingkungan  pada

peraturan  perundang-undangan  sektoral
mewajibkan hal Inl 7. Beberapa contoh
peraturan  perundang-undangan  sektoral

tersebut antara lain:

= |zin Mendirikan Bangunan (IMB)

UU  Momor 28 Tahum 2002 tentang
Bangunan Gedung dan telah
diterjemahkan secara detail melalui Pasal
28 dan Pasal 32 Peraturan Menterl
Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016
telah  menegaskan bahwa dalam  hal
persyaratan  pengurusan  IMB  untuk
pembangunan gedung, pemrakarsa wajlb
memiliki rekomendasi  teknis/perizinan
Amdal atau UEL UPL, dimana hal inl wajib
diterjemahkan langsung menjadi lzin
Lingkungan.

- Pembangunan dan Pengoperasian Bandara
Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun
2012  tentang Pembangunanm  dan
Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar

"Primiartara, Erik T, 2007 Sistem Perizinan Lingkungan dan
Perigingn Seklar,

olume 15 Edisi 11 Tahun 2017

Udara telah menyampaikan secara jelas
pada pasa 12 dan pasal 40 vang
menyatakan bahwa persyaratan  untuk
memperoleh izin mendirikan  bangunan
bandar wudara wajib dilengkapl izin
lingkungan.

Izin Usaha Perkebunan

Undang-Undang Momor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan juga telah jelas
menyatakan secara tegas pada pasal 45
dan &7 yang menvatakan bahwa setiap
pelaku usaha perkebunan harus
memenuhl persyaratan izin lingkungan dan
setiap pelaku usaha perkebuman  wajib
membuat Amdal atau UKL UPL sebelum
memperoleh izin usaha perkebunan.

Selain itu, masih banvak contoh-contoh
perundang-undangan sektoral lainnya vang
secara  jelas dam  tegas mempersyaratkan
Amdal/UKL UPL dan lzin Lingkungan terhadap
setiap penerbitan izin usaha/keglatan seperti
pembangunan dan pengoperasian terminal,
jalan, pelabuhan, kegiatan perikanan seperti
budidaya ikan, kegiatan/usaha sektor migas,
pertambangan, energl, dan lain sebagainya.

8. Kesimpulan/Penutup

Memperhatikan bahwa Amdal merupakan
kajian ilmiah, maka mulai dari penyusunan,
proses penilaiannya sampai dengan penerbitan
izin lingkungan memerlukan kecermatan dan
kehati-hatian dalam pelaksanaanmya.
Kesalahan perhitungan dalam  prakiraan
dampak dan evaluasi dampak akan
mengakibatkan ketidaktepatan pengambilan
keputusan. Seluruh peraturan  sektoral
menyadari kondisi ini, sehingga di dalam setiap
peraturan  perundang-undangan  sektoral
mengamanatkan persyaratan izin lingkungan
untuk memperoleh izin usaha. Apabila proses
ini tidak dilewati dengan benar, alih-alih akan
mendapatkan peningkatan kualitas hidup,
pencemaran dan  kerusakan lingkungan
menjadi tidak terkendali, yang pada ujungnya
adalah pembangunan semakin terhambat atau
pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat
dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu,
untuk meningkatkan kualitas pembangunan
dengan  diiringi  peningkatan  kualitas
lingkungan, maka proses pengamhbilan
keputusan yang didasarkan dengan dokumen
Amdal vyang baik harus selalu dijaga,
dipertahankan, dan diperjuangkan untuk masa
depan tanah air kita.




I. Latar Belakang

emerimzh Indonesia telah lama melalui

berbagai pertemuan Imternasional
menoaba untuk menggali pendanaan
Hibah Luar HNegerd wuntuk mendukung
pemblayaan pambangunan kehutanan. Salah
satu yang coba digall adalah pendanaan Hibah
vang diinisiasl oleh Climate Change Fund [CIF).
Melalul serangkaian pertemuan yang dilakulkan
sejek tahun 2012 akhimya Pemerintah
Indonesia «¢g. Kementerian Kehutanan
[sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan! mendapatian lampu hijau untuk

CIF menghimpun dana dari 13 neg

ara

donor sebesar USD 6,5 milyar melaluj
Bank Fembangunan Multilateral (WB,

ADB, dil}.

bersumber dari 8 negara donor

[Australia, Denmark, Jepang, Morwegia,

Spanyol, Swedia, Inggris, AS)

Megare Pilots: Brazil, Burkina Faso,
Demooatic Republic: of Congo,
INDONESTIA, Ghana, Lao PDR;
Mexico, Peri

Masing-masing negara pilots
mengajukan FIF Plan kepada CIE

FIF mendapat alokasi USD 639 juta

bDana FIP disalurkan untuk 8 (delapan)

Oleh : Ali Djajono Y

prases leblh lanjut dalam mengakses dana
hibah tersebut melalul pendanaan vang
dinamakan Forest Inwesment Program (FIP).
Pendanaan tersebut akan disalurkan melalul
berbagal plhak vyang ada dalam Bank
Pembangunan Multilateral atau dikenal Multi
Development Bank {MDB]! yang terdiri dari
World Bank (WB), Asian Development Bank
{ADB) dan lainlain.

Secara Umum gambaran rancangan awal
FiP dl Indonesia sebagalmana Gambar 1 dl
bawah Ini:

FIP Plan Indonesia disetujui CIF

Sub Committee pada Movemwer

2012

Twjvan FIF Indonesia; Mengurangi

kendala implementasi REDD+

sub-nasional dan meninghkatkan

'|| kapasitzs provinsidan lokal

I dalam REDD+ dan pengelolaan
hutan lestari.

Tema:

1. Pengembangan
Kelembagaan untuk
Pengelalaan Hutan dan SDA
Lestari
Usaha dan Pengelolaan
Hutan Berbasis Masyarakat
Tata Guna Lahan Masvarakat
dan Peningkatan
Penghidupan Masyarakat

Gambar 1. Rancangan Awal FIP dl Indonesia

Lampu hllau akses pendanaan melaiul
FIP tersebut ditindakdanjutl dengan langkah-
langkah proses koordinasi, sinergi, konsultasi
antara Kememterian Kehutanan dengan Tim
MDB. Secarm umum pProses menuju
implemermtasi proyek dilakukan melalui: 1)
Tahapan perviapan Dokumen Proyek untuk
mendapatkan persetufuan pember Donor, 2)
Tahapan proses Imtemallsasl Pendanaan ke
dalam Proyek Pembangunan FPemerntah
melalul proses negoslasl sampal tahapan
Grant Agreement, 3} Tahapan penyiapan
implemertasi proyvek.

1) Perencana Madya PadiDirs
irat Jerideral Plano

10

Secara umum proyek FIP terbagl dalam:
FIP 1 yang didanal melalui ADB; AP Il yang
didanai dari WB {yang belakangan mendapat
tambahan pendanaan dari Denmark melalui
DANIDA); dan FIP Il yang didanai dan
intemational Finance Corporation {IFC); serta
dana hibah vong langsung disalurkan kepada
Masyarakat Adat/lokal tanpa melalul
Pemerntah yvang namanya Dedicated Grant
Medhanlsm (DGM).Berdasarkan koordinasl],
sinergl dan konsolldasi dengan MDB, secara
garis besar proyek FIP Indonesia diperoleh
rincian umum sebagaimana Gambar 2
dibawah ini:

aan dan Pembentukan Wilayah Pengelolsan Hutan,
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S — il

FIP Indonesia - Tiga Project

Thems= FiP/Proyect Instansi -h
Feulnpm Pelaksana

AP\ Han Hiogh

Investasiuntisk masyaraksl |70 juts {2 Jele

dalermn menostasi deforesiasi

dan degradas] hutan

FiP i Hibah Hibal: PHTL

Fﬂnjﬂmlﬁﬂn Sumber DE'I-'ﬂ 170 jta 0.5 Juts 0 RPP

Alam Berkelanjulan Berbasis  Hibah DANDA

Wasyarakat dan s —odt

Pengembangan Reiembacaan

= Prjaman Hipsh FHAL

Penguatan Usaha Kehutarian  Lunak 0,3 juts

enfuk Menurenken Emis)| 325 ytn £

Karbon Hizah &IFC
2.2 (B L

Gambar 2. Provek FIP Indoresa, Dane den Sumber Dang, Instansl Pelaksns

Proyek AP || dengan Mamas Proyek
Pengelalaon Sumberdaye Alam Berkelonjutan
Berbnls Masyaraket dan Pengembangn
Kalsmbogaon  [“Promeoming SusTANASLE
CoaowuTy Basrm Aammal  ASSOURCE
MANAGEMENT AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
Prarc{P144259) IPanule pihmengadi meteri
uama dalam wisan Inl, dimana Penulis
terfibet nteng delam proges persiapan dan
renzna Implementasing.

Pengembangan dan  pembangunan
ofganlgag tapak iyl peangaslelaan  hutan
melalul kebijakan Permbangunan KPH menjadi
fokus Proyek FIP 1, hal Inl diperjuangkan
karena  keberhaslian  pembangunan  dan
operaskonalisasl  KPHmanjadl  prakondis!
keberbaslian pengelolaan ian, peningiarian

kesnjahtaraan masyearakat, sefta  dapat
menjadl prakondisd untuk pananganan
parubahan ldim.

IL Proass Pasmyiapan Doluren Proyek
Proses E untuk dapat
mengimplementasikan proyek adalah

bagaimana proses perylapan Dokumen Proyek
yang mernipaken cerminan darl Proyek yang
menggambarkan  keterkaftanmyz dengan
pembangunan kehutanan di Indonesia serta
tujuan pendanaan CIF secara kessluruban dl

Vol 15 Bdial IT Tohun 2007
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duniz. Okh karena ftv Dokumen Proyek
memeriukan proses yang panjang didukung
telsahan/iajian oleh para pekar seriw
dilakulan melalul proses partisipatf yang
rglibatkan  barmmk piksk, Dalam  tehapan
persiapan  Inl diadopsl proses  partsipadf
mangaty pede Panduen Prosas yang st di
Dewan Kehutanan Nasional {DKN).

Sadangkan tahapan ringd parslapan
ptw!hmellputl.

1. Ke[lan dan telash Rancara Provak yang
dilakulan oleh para pakar vang mencakup:
a) Kajlan/telaah  besaline  substansi
kebllakan/regulasl, pengetahuan dan
kapasitas, serta taref hiklup masyarakat dan
operasional KPH; b). Kajtan/telsah
managamant provel; o Kajlan/telash
safeguord Sosial dan linglungan.

2, Komsultasl publk f Pusat dan
Daerah/Regional,

3. Proses quofty conind tarhadap progres dan
konsep Dolumen akeh Tim W,

4, Proses finalises] Dolamsan Provek yeng
mellput] Project Appralsal Documernt [FAD],
Profect Operation Manuol (POM), dan
Dokumen Kajlan Sogfeguard,

Gambaran ringkas t=hapan perslapan
prizyek sebagslmane dalam Gambar 3 berikut

22t Tk,
: Erh e A s x
- g A
— - e
gy
} 2 IR, V) 3 =
h

] e ) g 7 o T




Tahapan Proses Penyusunan Project Document (PD)

dan Project Operational Manual (POM) Proyek Il

FIP

Mkt 2014 hi—ﬂ;np:tjmh-ﬂ'

(8 e, e
Mirpra T et 20014

TAHAP PERSIAPAN

Dresemoer 2010 P
Februasd 205

P & ekl

Gambar 3. Tahapan Proses Perwlapan PAD dan POM

il Tincdek Lanjut Pemyusuran |miemaiimsd
Rancana Froyak  Dselam Rencana
Peambangunan Nasional,

Dalam lkonteks Hibah Luar Negerl terdapat

beberapa skema prosedur agar dana hibah

tersebut  dapat  diimplementacikan  di

Indonesia, sebagaimana  diatur  dalam

Peratumn Menter Keuangan Mo,

99/ PMIK.05/ 2017 tentang Administrasi

Pengelolaan Hibah, ada 2 Jenis Hibah yaltu:

Hibah yang direncanakan, dan Hlbah Langsung.

Hibah yang direncanakan merupakan
hibah yang dilaksanakan melald mekanlsme
pererwanaan, sedangkan Hibhah Langsung
merupakan Hikah yang dilaksanakan tidak
melalui  mel@nisme  perencanaan.  Yang
dimalsud dengan mekanisme perencanaan
disini adalah mekanisme perencanaan
penganggaran sebagaimana kRamnya proses-
proses perencanaan pembangunan yang akan
masuk melaid pendansan dard  Anggaran
Pendapatan Balan]a Megara [APBM]).

Proyek FIP secara keseiuruhan termasuk
dalam |enls Hihah yang direncanakan, oleh
rena ity agar dapat terimplemertasikan
make harus mengikuti proses-proses dan

Berdasarkan penpalaman menglkut] dan
melakukan proses FIP I, terdapat beberapa
tahapan yang ditempuh antara [aln:

1. Penentuan Instansl yang akan menjadi
palakesna Proyek.

2. Penetapan Perjanjian  Kerfasaiva  antara
Pemberi Hibwah dengan Pemerintah
Indonesia (cg.  Kementerian  Keuangan)
dalam bentuk Gront Agreement.

3. Reglstras! Hibah ke dalam slstern keuangan

negars.

Pemylapam HRekening Khusus

peraluran Dana Hibah.

5. Pangintegrasian Program  dan  Keglatan
dalam struktur Rencana Keglatan dan
Anggaran Kementerian danfatau Lembaga
{RKAKL) dan APBN.

6. Koordinasi dengan Pemerintah [eemh
dimana KPH-KPH terplith berada.

4. untulk

Dengan demikian PAD FIP Il yang telah
mendapatian persetujuan WB ager bisa
tereafieasian dalam keglatan pembangunan
kehutaran secara umum hane  menglkotl
prosedur tersebut. Tabel 1 dihawah inl
memperfatkan proses yvang ditempuh aleh
Prayek FIR 1.

jadwal atau agenda PErencandan
pengangearan APBN.
Tabe| 1. Proses Internalisasl Proyek AP |l ke dalam Perencanaan Pembangunan Naslonal.
No. Kagistan Proses yang ditempuh Pihak Yang Farl bet
1 | Penemtusninstansi | - Penetapan Kepuhean Seloetars brderal Kemen LHK | Menber LHE o,
yang akan menjad| untuk menunjuk Executing Agency (EAS, Sekretars lenderal.
Implamantin s Para anggota A,
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o B oS il
Knglxtan Proses yang dgmpih Pihwlk Yieng Tl Bt

palaksana Praysk Commbtins (PSC), Tachnical Steering Commidsa | PSCda TSC

(1}-=

EA enlmBpus 1Az Dirjan PETL c. Dimktur Rencana,

Panggunaan dan Pambamulan Wilnah Pengslaban

Human {Oir RPR]

b Diraktur Kesstuan Pangsiolaan Hutan Procuks

(KPHPL Dirgicur Bira Usaha Perharanan Soskal can

Hutan Adat [BUFSHA]), K=pala Pusat Data dan

Informas! {Pusdatin], Kepala Pusat Pendidikan dan

Pelatiban Unghkungas Hikup dan Kshutanan

(Piesdlidat)

PSC: beberapa Esslon | lingkup KemenLHE, Eselon |

Buppanss, Esalon | Ksmendagrl, Esalon | Kemenkau,

Emion | Kemeniarian Agraris den Teie Rusng.

T5C: babarspa Esslon Il Englup KsmanLHK, Exslon 1l

Exppansa, Eealnn || Karmandegr], Exstarn || amen kau,

Exslon |l KEsmantarian Agraris dan Tata Ruang
Penatapan Panylapan korsap GA den lampiren -lampienms, - Pemarintah
Perjanjlan Betarapa kall mpat pembahasen linglup intermnal Indonmsia
Karjazarms antera Kamarmerian LHK. DHjan PPR,
Pambari Hibah Bebsrapa kall gt pambahzmin Konsep Colormen EASLA, Biroran,
dangen Permmarimsh dangan Kemankau (cq. Ditjen Pangsiolasn Blro KLN.
indanazla [q. Pambinyasn den Rexdin) FPR). = WB:Tim W8
Kemanmesrian Bebarapa kall rapet pambahesan dan negeslas Tim Washington,
Keusngan) dalam Pemerirah IndonesTa (dipkmpin wakl Dijen PPR dan Tim WB
bertuk Sront anggota EASA AP 1), Indonesia.
Apgvresment, Penpepakatan G4 dan catatan-catannya,

Surat Persetujsan GA darl WD

Penaridutargan GA arbars Kernenberian Keungan

dan WB.

Kmrena berdesarksn 2 sumber donor maka ada dus

Dokuman GA
Regisirasd Hibah ke Pendaftaran Frovek kecalam reglstas! kKeuangan - @adan
dalam sistern Megara Registrasi:
ktuRnger Megara Hibah WH :, No. GA: TROAZ104, No. Reglatresl Ditjen PPR

12PS3ROA - {oat tabls: Tim

Hibah Canida: No. GA: TFOAZBSE, No. Anguitar EASIA dan TTm

ASNETDLA, WB.

Sscurn paralial dblaplan Cast Tebls yang manied|

Inrcaean awslumtuk penpajusn rindan anggEen

cdalam parencanaan ealanhsinya.
Pamylapan Pangusulen Relening Khuss {Rakeus) olah EA, EA, Direktorat
Relmning Khusus dlisngkapl dergan al: Agresd Minutex Kemenkeu den | Mnjerman den
umtuk panyaluran WH, GA, Nomor RAagixtar, Rencans Panariian Dsna. Hibah, Dtjan PPR;
Dana Hibzh Manginget dana DAMIDA herus disalesalinn X118 DTrmktarat

urituk tasp awal baru pads tshap Panatanan Pengeloban Kz

RalsenTng Khasus DANIDA malaiul Mg, 60218331198, | Megara (PEN),

Untuk hlbah WB hans diusulican gl tersendind DTjen

Perbendavarsan,
Fangmmgrasn Panylapan Annusl Wark Plan (AWP] vang EA, IA, WH, Bim
Program dun mendapstan hans mandspat pasatujusn WB. Parmsncanean, Biro
Kegiztan dalam Panylapan kaorasp DIPA yang sabaras drgan AWP KLM.
atruktur Rancana untk bahan pambabacan pagu anpgaran {ndiat i
Faglatan dan cefinkthe).
AngEaran EA dan |& selaki terfbat dalam sethp pembahasan
Eementerlan anggaran APBN bak Bllateral, Trilateral
dan/atau Lembaga iy
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o [Ne|  Keghtm Prosen yang ditemgun Pilink Yang Terd But

S tingkat lanjut =
== ~#-1:8.2,12 Dukungan untuk Operasionallsas| g ;ﬂ%
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{RKAKL) dun APEN R
[ FKoordinasidergan | - Memapkan iohtera-irtterla pemillhan KPH. EA, Dirjen PHPL: LA,
Pemerintah Daerak | - Pemfllhan 10 EPH. Dinas yang
dimana KPH-KPH - Melkukan koordingsl don sinengl dengan mengurus bidang
terplih berada Pemerintah Daerah {eg. Dines yang membidangi Kehutarmn, KPH
kmhutanan).
- Manmfapian swurst pemberiahusn Epade Gubsmur
khusus peds provinsl yang terpllih.

IV, Substarsl Program dan Strulcur Proyek
Berdasarkan proses persiapan Dolumen yang dan Deersh, secara urmum substans! Proyek FIP
cukup lama serta melalul tahapan partisipstf I, tersajl dalam Kotak 1 dibawah Inl.
yvang melfbaten bamak plhak teriealt dl Pusat

Kotzk 1. Ringlkasan Substasi Program

LATAR BELAKANG
1] Pernbangunan KPH bersifat transformetif dan berdarnpak jangks panjeng. Unit pengelola di dnglet
tapak |KPH) adalah driver bagl penanganan degradas!, deforestas] dan penurunan kualltas Butan.
2] KPH sebigad oo daam updya Implements] REDD+ dan roeningistioon leipastas daerab dakim
perenganen REDD+ dan pangeio/san huten lestar.
3] KPFH marupskan Instiusl tapek den delst dengan mesyerslmt menled] pinte begl peninglatsn
paran Pamerimtah delem paninglaten knesjahtsrann rrasymm ket
TURIAN
1} Proyek dihsrapien mendamng Transformasl Program Tata Kslols Kshutanen metalul KPH
2] Mambangun kelsmbagaan dan ikapaaiax dssrsh guns meningiatan iomi trean dan memparbaild
desantralisas] manglemen hitan,
QUTPUT
1] Tersecdianyn penguatan kebilokan dan regulas! untuk mendorong penguatan dan operasiornalisas]
KPH
2] Terbangurrwa platform pengembangan  inforrmasl dan pengetahuan  peningkatan prakbelt
pengelelmn hokan 3 tingkat tapak (KPH).
MAPDNEN KEGIATAN
1} Terdspat 4 kemponen Kegltan mesing-mmsing:
*  Kompenen 1:Pengustan Kslsmbegesn, Ksblskan dan Kapasitss instiusi peda Desentraflsesl
Pangeioiaan Hutan
* Komponan Z: Fangembengan Pladform Kelambegaen
* Knmponen 3: Paningiotan Pengsiclaan Hutan padxs 10 KPH
»  Komponen 4; Dperasional Proyek
2] Secara umum masng-masing (A berfangpuny awab pada masing-masing komponen dan sub
komporen, sebagal berilnt: Kemponen 1 dan 4 sebagal 1A adalah Direitorat RPP; Komponen 2
dalah Pusdotim dan Pusdlidat, Komponen 3 odalah Direltorat KPHP dan Dircitorat BUPSHA,
dengan pelaksana lapangan adalah 10 KPH.

Gambaran Kamponsan dan LA sarta total rancana pamhbleyaan nya dapat difhat pada Matrik 2.
Mairik 2. Komponen, |A, Lokasi dan Prediks! Jumniah Anggaran {sd 2021},

Komponen A Linkcas] Anggzman
(USS)
Komponm 1 Dirskixrat Pugat 4.951.978
Memperkuat Perundang-undangan, ebilakan | Rencana,
dan Kapasitas Kalembagaen dalam Panggunaan dan
Desentralisas] Manajemen Hutan Pembemiukan
Komponasn 3 Wileyah
Merdngiatian Praktek Pengeiclaan Hutan Pengellaan Hutan,
pada 18 KPH Ditjan PKTL
Sublomponan 3.1 Operaskonalisas! KPH




Komponen 1A Lokasi Anggaran
{Us$)
Proyek pada Tingkat KPH
Komponen 4.
{Operasional Proyak
Komponen 2 Pusat Data dan Pusat 1.588.380
Pembangunan Portal (Platform) Pengetahuan | Informasi, Setlen
Subkomponen 2.1 Sistem Manajemen KLHK
Pengetahuan dan Informasl
2.1.1. Pengembangan KMIS
2.1.2. Pengembangan jaringan dan sistem
terintegrasi pada level Nasional dan Daerah
Komponen 2 Pusat Dildat Pusat 1.602.154
Pembangunan Pertal (Platform) Pengetahuan | Lingkungan Hidup
Subkomponen 2.1 dan Kehutanan,
Sistem Manajemen Pengetahuan dan BP25DM
Informasi
2.1.3. Pelatihan KMIS
Subkomponen 2.2
Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran
Pengetahuan
Koemponent 3 —Direktorat Pusat/Daerah | 8.798.833
Meningkatkan Praktek Pengelolaan Hutan Kesatuan
pada 10 KPH Pengelolaan
Subkomponen 3.1 Hutan Produksi,
Operasionalisasi KPH tingkat lanjut Ditjan PHPL.
—Dinas/KPHL/KPHP
Kemponen 3 — Direktorat Bina Pusat/Daerah | 4.272.509
Meningkatkan Praktek Pengelolaan Hutan Usaha
pada 10 KPH Perhutanan
Subkomponen 3.2 Sosial dan Hutan
Keglatan Pemberdayaan Masyarakat dl 10 Adat, Ditjen PSKL
KPH —Dinas/KPHL/KPHP
dnish 21.253.854
Kontingensi 1.166.146
o 22,420,000
Catatan: Saat Inl sedang berproses perubohan Cost Table dan distribusi Anggoran.
Dengan telah ditetapkannya EA dan |A, [Program teenng Commizee)——3

maka secara khusus Sekretarls lJenderal

I Program Caordination Unit |

N IO ;
Kementerian LHK menerbitkan Keputusan  : | v ¥ i
tentang Project Manogement Unit [PMU) yang FIP | EA- Ditjan PKIL
e o kG FIP 11 FIP 11l
memuat struktur proyvek vang bertanggung et L b
jawab dan melaksanakan proyek sampai t=] 2 1A DitRPP, DitjenPKTL ey
o |2 1A it ket DitjenPHPL i
dengan tahun 2021. Secara garis besar struktur 2|3 1A Di BUPSHA, DitjenpsKL €| seeiin
-t i ammittes
proyek FIP Il dalam keseluruhan proyek FIP s el
terlihat pada Gambar 4. and supporting consuitarts

Secara khusus mulal tahun 2018, U N
sebagian anggaran yang adapada Direktorat
KPHP akan didistribusikan ke Balai Pengelolaan
Hutan Preduksi {BPHP) di daerah dimana KPH-
KPH yang terpilih merupakan wilavah binaan

==masing-masing BPHP.
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DinasKehutanan/ .| ConsulEtive
KPHP-KPHL Committee

I Supporting Unit of cunsu?lamslf.

DAERAH

TATION ARRAMGES

INMIPLEMER

“GambaT 3. Bagan StruKTU*Reye prayek FIPI

)
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V. Pambelajeren T hanss diputuskan o
' Berdasarkan pengalaman menglant! dan pycl, Bengan me

terlibat dalam proses pemylapan suatu provek prosedur yang akan  ditempuh  dan
Hibah khususmya Hibah Loar Negerl, terdapat konsekuens! yang akan diambl Proses
bebarmspa pembelajeran perting antars laln: Hibah Terencana memeriukan proses yang

1. Memastkan bahwa arsh keglatan provek rumit dan panjang namun akan sangat

hibeh harus e dengan program
Pembangunan Nasional, Olkeh kErena Hu
laterMbatan dan concern para calon LA atay
pelaksana sangat dibutuhkan sejak awal
pardapan proyel. Dalem perjalanan prasas
proyek tanpa ada  pengawalan  yang
mamadal akon meangakibatkan arah proyek
menjadl “keinginanmya pemnbed  hibah®
stau dikanal dangan Doror driven.

2, Perentsan atau  pemillhan Jenls  hibah
{Hibah Terencana steu Hibah Langsung)

terukur sarta sanget  skuntabel  dalam
prosas pelalsanaannya.

. Torflbat dalem prosas penylapan suaty

proyek Hibah Terencana sangat pemting
untuk menjadi bahan pambelajaran Bagl

para phak (Instans! maupun Indhvidu) untuk

manghadap parancanean proyak-proyak
hiah yang akan dirnang pada masa yang

plean deteng.
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APLIKASI TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH
DALAM KAJIAN EKOSISTEM LAHAN GAMBUT TROPIS DI INDONESIA

l. PEMNDAHULUAN

Telmnlngi penginderaan jauh (PJ) telah
banyak diaplikasikan dalam kajian
tentang lahan gambut dan hutan rawa
gambut. Secara definisi, Pl adalah ilmu dan
seni untuk memperoleh informasi tentang
obyek di  permukaan bumi  dengan
menggunakan alat/wahana, biasanya pesawat
atau  satelit, tampa bersentuban/kontak
langsung dengan obyek tersebut (Lillesand &
Kiefer, Z000; Lwin, 2008). Perolehan data
tentang obyek tersebut dilakukan melalui
suatu sensor yang ditempatkan pada suatu
wahana. Dengan demikian, teknologi P) terdiri
dari dua komponen utama, yaitu: (1) sensor:
perangkat yang menerima radiasi gelombang
elektromagnetik dari obyek di permukaan
bumi dan merubahnya menjadi sinyal yang
dapat dicatat dan ditampilkan dalam bentuk
data numerlk maupun citra, dan (2) wahamna:
alat pembawa sensor yang dapat berupa
pesawat, satelit, balon, atau drone, di mana
satu wahana dapat membawa lebih dari satu
sensor (Lillesand & Klefer, 2000; Lwin, 2008).
Secara umum, teknologi Pl terbagi
menjadi dua kelompok, valtu: (1) P! pasif dan
{2} P aktif (Lillesand & Kiefer, 2000; Lwin,
2008). Pl pasif menggunakan matahari sebagai
sumber energi elektromagnetik dan sensor
akan mengumpulkan radiasi elektromagnetik
dari mataharl yang dipancarkan/dipantulkan
oleh obyek di permukaan bumi, sedangkan Pl

aktif dilengkapi dengan sumber energi
elektromagnetik untuk dipancarkan pada
obyek dan selanjutnya pantulan radiasi

elektromagnetik tersebut direkam oleh sensor.

Pemanfaatan teknologl Pl dalam kajian
tentang ekosistem lahan gambut tropis
memberikan banyak keuntungan. Keuntungan
dari penggunaan teknologi P] tersebut antara
lain adalah: {1} pengamatan dapat dilakukan

! Balal Penefitian dan Pengembangan Teknologi
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPFTPDAS),
JI. Jenderal Ahmad Yani - Pabefan, P.O. Box 295,
Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
57102, E-mail: np_nugrchold Byahoo.com
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pada daerah yang luas; (2} pengukuran dapat
dilakukan secara pericdik/berkala maupun
kontinyu; (3] data spektral  umumnya
konsisten, baik dar satu sensor maupun lintas
sensor, sehingga memungkinkan adamya
pEngEUnaan data multi-sensor; (4}
beragamnya format data digital
memungkinkan  dilakukannya pengolahan,
standardisasi, pengarsipan, dan distribusi
secara onling; dan (5) tersedianya arsip data
Jangka panjang yang konsisten memungkinkan
dilakukannya analisis wrut waktu kejadian/
chronoseguential (Inowe, 2010).

Kawasan lahan gambut di Indonesia
pada umumnya diliputi awan sekitar 70-80%
satiap tahunnya dan adanya kabut yang
dihasilkan oleh kebakaran lahan gambut
seringkali menghambat pengamatan oleh
sensor optik dari PJ pasif (Langner et al., 2007;
laenicke et al, 2011). Oleh karena itu,
teknologi Pl aktif, seperti radar, biasanya
digunakan untuk melengkapi data lokasi kajian
yang hilang akibat tertutup awan. Pada
dasarnya, ada dua keuntungan menggunakan
data radar untuk pemetaan dan monitoring
ekosistem  lahan  gambut  tropis: (1)
kemampuan untuk  menembus  awan,
memungkinkan dilakukannya pengamatan
terus menerus terhadap lahan/hutan rawa
gambut terlepas dari pengaruh kondisi
atmosfer; dan (2] kemampuan untuk
menembus penutupan vegetasi sampal pada
batas tertentu, tergantung pada panjang
gelombang vang digunakan, memungkinkan
dilakukannya estimasi kandungan biomassa
atas permukaan hingga pada tingkat jenuh
{soturated level) dan kuantifikasi banjir di
bawah kanopl yang rapat (Hoekman & Vissers,

2007 Hoekman, 2007: Hoekman, 2009;
Englhart et al., 2011).
Ekosistern  lahan  gambut  tropis

merupakan suatu ekosistem yang unik, biasa
dikenal dengan istilah ekosistem ganda atau
dual ecosystern, yang terdiri dari ekosistem
lahan gambut dan hutan hujan tropis, yaitu
hutan rawa gambut (Rieley, 2007). Hutan rawa




gambut merupakan penyumbang utama
pembentukan gambut melalul serasah maupun
debris, sedangkan karakteristik lahan gambut
yvang terbentuk menentukan kondisi ekologi,
hidrologl dan unsur hara yang mempengaruhi
pertumbuhan pohon dan  struktur  hutan.
Selain bersifat unik, ekosistern lahan gambut
tropls juga bersifat rentan terhadap gangguan,
baik karena faktor alam maupun gangguan
manusia. 5ifat rentan Inl terutama disebabkan
oleh adanva saling ketergantungan antara
gambut, vegetasl dan air, dil mana perubahan
pada szalah satu komponen tersebut akan
berdampak pada komponen lainnya [Joosten,
2008).

Teknologi Pl bersama-sama dengan
sistemn  Informasl  geografis  [GIS), wvang
didukung oleh data hasil pengukuran lapangan,
merupakan alat  vang ampub  dalam
mempelajari tiga komponen ekosistern lahan
gambut, yaitu: (1) tanah gambut, {2) vegetasi
{hutan rawa gambut} dan (3} air {(hidrologl
gambut) (loosten, 2008). Penelitian terkait
dengan komponen ekosistem lahan gambut
dengan memanfaatkan teknologi PI telah
banyak dilakukan di Indonesia, meskipun
dengan proporsi yvang berbeda-beda untuk
masing-masing komponen tersebut. Tujuan
darl kajian ini adalah wuntuk memberikan
gambaran Informasl tentang pemanfaatan
teknologi P) dalam kajian ekosistem lahan
gambut tropis di Indonesia. Tulisan inl adalah
hasil darl desk study vang dilakukan
berdasarkan tinjauan pustaka darl makalah
yang diterbitkan/artikel dan sumber-sumber
online yang relevan,

Il. APLIKASI TEENOLDGI PJ
A. KAJIAN TERKAIT DENGAN PENUTUPAN/
PENGGUMNAAN LAHAN
Teknologi Pl, baik pasif maupun aktif, banyak
diaplikasikan untuk memetakan penutupan/
penggunaan  laham  serta  menganalisis
perubahan  vang terjadi akibat adanya
gangguan, baik alami maupun ulah manusia.
Pemanfaatan data P! terkait kajian aspek
penutupan lahan pada ekosistern lahan
gambut lebih ekstensif bila dibandingkan
dengan aspek lainnya, misalnya hidrologi
gambut. Namun demikian, seringkali kajian
terhadap  aspek-aspek  tersebut  saling
berkaitan, misalnya antara penutupan lahan
dan kandungan biomassa serta dampak

kebakaran.
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Data vang diperoleh darl citra satelit
dengan resolusi spasial rendah [~1 km) pada
umumnya digunakan untuk memetakan dan
memonitor perubahan penutupan lahan pada
kawasan lahan gambut dengan cakupan yang
luas [(regional atau global) serta meliputi
berbagai macam kelas penutupan/penggunaan
lahan [Boehm & Slegert, 2001; Langner et al.,
2007; Uryu et ol., 2008; Miettinen et al., 2009;
Miettinen & Uew, 2010b; Miettinen et al,
2011). Data yang digunakan untuk kajian
tersebut adalah citra vang diperoleh dari
National Oceanic and Atmaspheric
Administration—Advanced Very High Resalution
Rodiometer [NOAA-AVHRR), European Remote
Sensing Sotellite 2-Along Trock  Sconning
Rodiometer  (ERS2-ATSR), ENVironmental
SATellite -Advonced  Along-Trock  Sconning
Radiometer (ENVISAT-AATSR), SPOT-
VEGETATION, dan Terra/Aqua—MODerate
resolution Imaging Spectrameter (MODIS).

Data Pl optik dengan resolusi spasial 15-
30 m, seperti Landsat-AultiSpectral Sconner
{MS5)/Thematic  Mapper  (TM)/Enhanced
Thematic Mopper-plus [ETM+), Satellite Pour
I'Observation de lo Terre-Houte Résolution
dons le Visible et linfro-Rouge (SPOT-HRVIR],
dan Terra-ddvonced Spoceborn  Thermaol
Emission ond Reflection Rodiometer (ASTER)
telah banyak dimanfaatkan pada studi tentang
ekosistern lahan gambut di Indonesla. Citra-
citra satelit tersebut, balk bi-temporal maupun
multi-termporal, telah digunakan  untuk
menganalisis dinamika perubahan penutupan/
penggunaan lahan gambut dari waktu ke
waktu (Boehm & Siegert, 2000; Lee, 2000;
Boehm & Siegert, 2001; Page et al, 2009;
Miettinen & Liew, 2010a; Miettinen & Liew,
2010b; Miettinen et al, 2016) dan untuk
mendeteksi pola spasial dari pembalakan liar
{illegal logging) di hutan rawa gambut {Boehm
& Siegert, 2001). Citra satelit dengan resolusi
menengah dan tinggi seperti Landsat dan
SPOT-HRVIR/High Resolution Geometric (HRG)
seringkali juga digunakan untuk menilai tingkat
akurasi klasifikasi penutupan lahan dari citra
dengan resolusi spasial rendah, seperti NOAA-
AVHRR atau MODIS (Huang & Siegert, 2004;
Langner et al., 2007; Miettinen et al., 2007;
Tansey et al., 2008b; Miettinen et al., 2011).

Teknologi P aktif radar juga telah
banyak dimanfaatkan dalam kajian tentang
hutan rawa gambut, ENVISAT-Advonced
Synthetic  Aperture  Rodar. [ASAR} C-bond
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dengan panjang gelombang 5 cm ([frekuensi
5,331 GHz) dilaporkan mempunyal potensi
untuk memonitor deforestasi tetapi kurang
sesual untuk mengamati karakteristik hidrologi
dari hutan rawa gambut (Hoekman, 2009).
Selain  ENVISAT-ASAR, cira radar Joponese
Earth Resources Sotelfite 1 ([JER5-1) telah
digunakan pula untuk memonitor deforestasi,
pola banjir dan dampak kebakaran hutan pada

lahan gambut berhutan di EKalimantan
[Romshoo et al., 2002; Romishoo, 2004).
Citra Advonced Lond  Observing

SatellitePhased Array type L-band Synthetic
Aperture Rodar [ALDS-PALSAR) Fine Beam Dual
polarization (FBD) dengan resolusi spasial 50 m
telah digunakan untuk memetakan penutupan
lahan di Riau dengan tingkat kesesualan
terhadap hasil klasifikasi citra Landsat sebesar
70-BB%, tergantung pada jumlah kelas yang
digunakan ([Longepe ef ol, 2011). Citra
ENVISAT-ASAR dan ALOS-PALSAR  multi-
temporal telah  secara  bersama-sama
digunakan untuk memonitor dampak dari
kegiatan restorasi lahan gambut di KEalimantan
Tengah [Jaenicke ef ol, 2011). Sementara itu,
citra ERS=Synthetic Aperture Rodor ([5AR)
multi-temporal  telah  digunakan  dalam
klasifikasi penutupan/penggunaan lahan di
hutan rawa gambut Ealimantan (Sugardiman,
2007). Citra muwulti-sensor dari Landsat-EThM+
dan TerraSAR-X berhasil pula digunakan untuk
menggambarkan perbedaan karakteristik tipe
laham gambut dan penutupan lahan  di
Kalimantan Tengah dengan tingkat akurasi
hingga BO0% [Wijaya et al., 2010). Penggunaan
hMcFeeters-NDWI  (Normalized  Difference
Water Index) yang diturunkan dari citra ALOS-
AVINIRZ (Advanced Visible ond Near infrored
Rodiometer 2) dapat menggambarkan
karakteristik  musiman  lahan  gambut
terdegradasi, yang ditunjukkan oleh adanya
perbedaan rentang nilal NDWI pada musim
hujan dan kemarau [Movresiandl & Nagasawa,
2016).

B. KAJIAN TERKAIT DENGAN KAMDUNGAN
BIOMASSA/KARBON
Teknologi Pl didukung dengan data
pengukuran lapangan serta SIG telah bamyak
digunakan untuk menganalisis biomassa dan
karbon pada ekosistem lahan gambut., Peta
penutupan  lahan vang dihasilkan dari
klasifikasi citra satelit dikombinasikan dengan
data kandungan karbon per kelas penutupan
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lahan {misal nilai default dari
intergovernmental Ponel on Climaote Change-
IPCC) telah digunakan untuk membuat peta
sebaran spasial karbon di atas permukaan,
perubahan temporalnya, serta emisl karbon
vang dihasilkan akibat darl perubahan tersebut
[Uryu et ol, 2008; Miettinen & Liew, 2010b;
Uryu et al., 2010).

Landsat-ETM+ dikombinasikan dengan
Shuttle Rodar Topographic Mission = digital
elevation model [SRTM-DEM) dan data
ketebalan gambut telah digunakan untuk
memperkirakan kandungan karbon lahan
gambut vang  tersimpan  berdasarkan
pemodelan 30 [Jaenicke et ol,, 2008; Jaenicke
et al, 2010). Kandungan karbon serta emisi
karbon sebagai dampak kebakaran hutan dan
lahamn dapat pula ditentukan dengan
memanfaatkan data citra satelit Landsat-
TM/ETM+ dan ERS-1/2 yang didukung aleh SI1G
dan pengukuran lapangan (Boehm ef ol,
2001). Selaln itu, data citra resolusi tinggi
Alrborne  Loser  Sconnmer  [ALS)  telah
dimanfaatkan pula untuk mengukur dan
memetakan kedalaman kubah gambut dengan
membangun model elevasi digital (DEM) dan
model permukaan digital [digital surfoce model

-05M)  darl  lokasi  kajiam  dan  untuk
memperkirakan  kandungan karbon  lahan
gambut dengan didukung oleh data

pengukuran kedalaman gambut di lapangan
[Boehm & Frank, 2008).

Eombinas citra multi-ternporal
TerraSAR-X dan ALOS-PALSAR memberikan
estimasi nilai biomassa atas permukaan hutan
rawa gambut yvang lebih baik bila dibandingkan
dengan menggunakan data citra darl sensor
tunggal [Englhart et ol, 2011). Citra satelit
ALDS-PALSAR telah dimanfaatkan pula untuk
mengembangkan model penduga  massa
karbon dan untuk memetakan sebaran spasial
biomassa atas permukaan hutan rawa gambut
[Englhart et al, 2011; Nugroho, 2013; Yuwono
et al., 2015). Pemanfaatan citra Light Detection
ond Ronging [LIDAR), TerraSAR-X, ALDS-
PALSAR, data pengukuran lapangan dengan
teknik ortificial neural network [ANMN) mampu
mendeteksl biomassa atas permukaan hingga
650 ton/ha (Emglhart et al., 2012). Teknologi
LDAR didukung oleh data dari inventarisasi
hutan telah dimanfaatkam pula untuk
menghitung  kandungan  biomassa  atas
permukaan serta keragaman spaslalnya pada
hutan rawa gambut dengan cakupan yang luas




[Jubanzki et al, 2013). Sementara itu, citra
LIDAR multi-temporal dengan dukungan data
inventarisasi lapangan juga telah digunakan
untuk mengetahui  dinamika kandungan
biomassa hutan rawa gambut di Kalimantan
Tengah pada kawasan hutan tidak terganggu,
hutan bekas tebang pilih, dan hutan bekas
kebakaran (Englhart el o, 2013).

C. KAJIAN TERKAIT DEMGAMN KEBAKARAN
HUTAM DAN LAHAN GAMBUT

Teknologi PI telah banyak pula dimanfaatkan
untuk menganalisis tentang beragal aspek
kebakaran hutan dan lahan gambut. Citra
satelit dengan resolusi spasial rendah [~1 km)
namun  dengan resolusi  temporal  tinggl
[harian), seperti NOAA-AVHRR, ERS2-ATSRE,
EMVISAT-AATSR,  SPOT-VEGETATION, dan
MODIS, telah digunakan untuk menganalisis
kejadian kebakaran hutan dan lahan zerta
perkemnbangan sebaran titlk panas/hotspots
[Siegert & Hoffmann, 2000; Siegert et al,
2001; Wooster & Strub, 2002; Huang & Siegert,
2004; Miettinen et ol, 2007, Murdivarso &
Adiningsih, 2007; Tansey et ol., 2008a; Tansey
et al., 200Bb; Langner & Siegert, 2009; Segah
et al., 2010). Deteksi awal kebakaran hutan
rawa gambut beserta emisl yvang dihasilkan
dapat dilakukan secara akurat dengan
menggunakan citra satelit Bl-spectrol InfraRed
Detection—Het Spot Recognition System (BIRD-
H5R5) dengan didukung oleh data pengukuran
lapangan (Siegert et ol., 2004},

Huang dan Siegert [2004) melaporkan
bahwa data citra satelit ENVISAT multi-sensor
memberikan gambaran yang lebih baik tentang
kejadian kebakaran. Citra ENVISAT-AATSR yang
diperoleh pada malam hari dengan resolusi
spasial 1 km dapat digunakan untuk
mendeteksl titik panas [hofspols) vyang
berkorelasi balk dengan bekas kebakaran (fire
scors) darl citra Landsat. Sementara itu, citra
EMVISAT-MEdium Resolution Imaging
Spectrometer (MERIS) dengan resolusi spasial
1,2 km bermanfaat untuk memetakan bekas
kebakaran pada skala luas dam  untuk
mengidentifikasi asap  (smoke plumes),
sedangkan citra ENVISAT-ASAR dengan resolusi
spasial 150 m dapat digunakan untuk
memonitor kebakaran dan dampaknya pada
tingkat regional (Huang & Siegert, 2004).

Sebagal bagian dari kajian dinamika
penutupan lahan dam  analisis dampak
kebakaran, lahan vang terbakar [burnt areo)
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seringkall dianalisis berdasarkan interpretasi
visual dan data klasifikasi citra sebelum dan
sesudah kejadian kebakaran (Lee, 2000; Page
et ol, 2009; Segah et ol, 2010). Selain itu,
lahan vang terbakar dapat pula dipetakan
dengan menggunakan citra satelit Landsat dan
Disgster Monitoring Constellation  [DMC)
(Tanmsey et ol, 200Ba). Citra satelit ERS-5AR
multi-temporal  telah digunakan  untuk
mendeteksi lokasl kebakaran dan menentukan
luas lahan yang terbakar dan tingkat kerusakan
pada masing-masing kelas penutupan lahan
dengan membandingkan antara  kondisi
penutupan  lahan  sebelum dan  sesudah
kejadian  kebakaran [Siegert B Hoffmann,
2000; Slegert et ol,, 2001; Sugardiman, 2007).
Data citra satelit Landsat-TM/ETM+ dan ERS-
1/2 yang didukung oleh SIG dan pengukuran
lapangan mampu  mendeteksi  dampak
kebakaran, baik terkalt dengan luasan lahan
yvang terbakar maupun emisl karbon yang
dihasilkan (Boehm et al., 2001).

Data citra UDAR airborne telah
digunakan untuk mengestimasl rata-rata
kedalaman lahan gambut setahun setelah
terbakar di EKallmantan Tengah dengan
membuat DTM (digitel terroin model} dan
membandingkannya dengan lahan gambut
tidak terbakar di sebelahnya ([Ballhorn &
Siegert, 2008). Hasil estimasl tersebut
mempunyal tingkat kesesualan yang balk
dengan hasll pengukuran langsung di lapangan.
Kajlan yang laln menemukan babwa cltra
satelit Technology Experiment Caorrler (TET-1),
yang merupakan satu dari dua satelit Fire8ird
mission, dengan resclusi spasial 160 m telah
berhasil menggambarkan dengan balk
dinamika kebakaran hutan dan lahan di
Kalimantan Tengah ([&twood et al, 2016).
Selain [tu, data SPOT-VEGETATION juga telah
digunakan untuk mendeteks permulihan
vegetasl setelah kebakaran pada skala luas
(Segah et al., 2010).

D. KAJIAN TERKAIT DENGAN HIDROLOGI
LAHAN GAMBUT
Pemanfaatan teknologi Pl untuk menganalisis
kondisi  hidrologis  suatu  ekosistermn  lahan
gambut masih relatif terbatas. Data citra satelit
Landsat-ETM+, SPOT-HRVIR dan ALOS-AVNIR
dikombinasikan dengan 5RTM-DEM dan data
LIDAR telah dipunakan untuk menghasilkan
DTM dan memetakan saluran drainase terkait
dengan pemodelan tinggi muka air tanah
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{laenicke et ol, 2010). Selain itu, data citra
radar JERS-1 dan ALDS-PALSAR telah
dimanfaatkan untuk memonitor dinamika
banjir di bawah tegakan hutan rapat [Romshoo
et al, 2002; Romshoo, 2004; Hoekman &
Vissers, 2007; Hoekman, 2007; Hoekman,
2009). Kombinasi data citra Landsat-ETM+,
SATM-DEM dan kedalaman gambut telah
digunakan pula untuk menilai keterkaitan
antara pola banjir dan tinggl muka air tanah
dengan tipe vegetasi menggunakan model
hidrologl SIMGRO [Wosten et ol, 2006a;
Wissten et al., 2006b; Wosten et al., 2008).

Il KESIMPULAN

Teknologi Pl memegang peranan  penting
dalam kajian ekosistern lahan gambut tropis di
Indonesia dengan menyediakan data obyek
kajian secara luas, multi-temporal dan hemat
biaya [cost-effective]. Data Pl, baik pasif
maupun aktif, telah banyak diaplikasikan
terkait kajian tentang aspek-aspek ekosistem
lahan gambut, di antaranya adalah penutupan
lahan, blomassafkarbon hutan dan lahan,
kebakaran hutan dan lahan, serta hidrologl
lahan gambut. Barmyak kajlan yang menemukan
bahwa kombinasi dari beberapa data citra
satelit vang didukung oleh data pengukuran
lapangan memberikan hasil analisis yang lebih
baik. Mengingat bahwa citra hasil teknologl PI
bersifat multi-temporal, maka data tersebut
sangat bermanfaat untuk memonitor dinamika
perubahan ekosistern lahan gambut, baik
terkait lahan maupun hutan rawa gambut.
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TAMAN BURU LINGGA ISAQ, KSA ATAU KPA?

rovinsi Aceh merupakan salah satu

provinsi di Indonesia yang memiliki luas

kawasan hutan lebih dari 30% dari luas
daratannya, melebihi yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan. Menurut surat keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MNomor : 5K.858/Menlhk/Setjen/Pla.2/11/2016
tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor SK.
865/Menhut-11/2014 tentang Kawasan Hutan
dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Provinsi
Aceh memiliki luas kawasan hutan 3.557.916
hektar dari luas daratan Provinsi Aceh
5.888.086 hektar (sumber : Qanun Aceh
Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh}.
Fungsi kawasan hutan di Provinsi Aceh sangat
beragam, diantaranya hutan konservasi (cagar
alam, suaka margasatwa, taman nasional,
Tahura, taman wisata alam/laut, taman buru),
hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan
produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat
dikonversi.

Taman Buru Lingga Isagq merupakan
hutan konservasi yang berada di Provinsi Aceh.
Taman Buru Lingga Isaq pertama kali ditunjuk
dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 70/Kpts/UM/2/1978 tanggal 7
Februari 1978 tentang Penunjukan Areal Hutan
Lingga Isaq seluas £80,000 Ha yang terletak di
Daerah Tk.ll Aceh Tengah, Daerah Tk.ll Aceh
Timur, Daerah Tkl Aceh Tenggara, Daerah
Istimewa Aceh sebagai Kawasan Hutan dengan
Fungsi sebagai Hutan WisatafTaman Buru.
Taman Buru memiliki pengertian kawasan
hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata
berburu {Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1959). Wilayah Taman Buru Lingga Isaq
juga telah ditunjuk menjadi salah satu
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
(KPHK) dengan Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 tanggal
20 September 2016 tentang Penetapan
Wilayah  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan
Konservasi Lingga Isaq, Terletak di Kabupaten
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Oleh: Galang Bagus Cendana, S. Hut.

Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur,
Provinsi Aceh seluas +86.634 hektar.

Penulis berpendapat bahwa kawasan
Taman Buru belum didukung sepenuhnya
dengan aturan turunan dari undang-undang
dan peraturan pelaksanaan dalam menjamin
eksistensinya menghadapi tuntutan jaman.
Penulis berpendapat demikian dikarenakan
telah melihat secara langsung di lapangan
yaitu areal Taman Buru yang berada di Desa
Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten
Aceh Tengah belum terkelola dengan baik
yaitu dapat terlihat adanya tekanan dari
masyarakat sekitar kawasan hutan berupa
maraknya pengambilan hasil hutan bukan kayu
secara illegal (getah pinus, jernang, dan
gaharu) dan perburuan satwa liar secara illegal
di dalam kawasan taman buru.

Yang menjadi pusat perhatian penulis
adalah Kawasan Taman Buru tidak secara
eksplisit dimasukkan ke dalam rinclan amar
putusan Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.859/
Menlhk/Setjen/Pla.2/11/2016 tanggal 11
November 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK. 865/Menhut-11/2014
tentang Kawasan Hutan dan Konservasi
Perairan Provinsi Aceh walaupun peta
lampiran surat keputusan tersebut sudah
memuat klasifikasi KSA/KPA/Taman Buru.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat naskah surat
keputusan yang tertulis sebagai berikut :

“Pasal |

Mengubah Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 5K.103/MenLHK-
/2015 tonggal 2 April 2015 tentong
Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK.865/Menhut-1l/2014 tanggal 29
September 2014 tentang Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan Provinsi Aceh, yaitu:
1. Amor KESATU, sehinggo berbunyi sebogai
berikut:
KESATU: Kawgsan Hutan dan Konservasi

Perairan Provinsi Aceh seluas # 3.563.813
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(tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu
delapan ratus tiga belas) hektar, yang
dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai
berikut:

a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan
Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas
+ 1.057.628 hektar;

b. Kowasan Hutan Lindung (HL), seluas #
1.794.650 hektar:

¢. Kawdasan Hutan Produksi Terbatas (HPT),
seluas + 145,384 hektar;

d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP),
seluas + 551.073 hektar;

Kawasan Hutan Produksi yong dapat
dikonversi (HPK), seluas 15.378. *

Penulis beranggapan hal ini adalah
terkait dengan persoalan penulisan saja yang
merincikan isi keputusan tidak secara
mendetail, karena dalam amar keputusan
tersebut tidak menyebut kawasan Taman Buru
maupun luasannya {Keputusan Amar Kesatu
huruf a), namun di peta lampiran surat
keputusan tersebut tergambar kawasan Taman
Buru. Sekarang yang menjadi pertanyaan
adalah Taman Buru termasuk di dalam KSA
atau KPA? Oleh karena itu penulis ingin
mencoba meluruskan atau memberikan
pandangan terkait isi keputusan tersebut
dengan tetap memperhatikan peraturan
perundang-undangan.
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Seperti-— kita—tahu—dalam peraturan
tertinggi di bidang kehutanan yaitu Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjelaskan dengan terperinci
dalam pasal 7 yaitu Hutan Konservasi terdiri
dari Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA),
Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA), dan
Taman Buru. Sehingga dapat dipahami bahwa
Taman Buru adalah hutan konservasi diluar
KSA dan KPA. Adapun aturan terkait dengan
KSA dan KPA vyaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
KSA dan KPA yang diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan
KPA yaitu pasal 4 terperinci jelas menyebutkan
bahwa KSA terdirl atas cagar alam dan suaka
margasatwa, dan KPA terdiri atas taman
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata
alam. Jadi berdasarkan dua peraturan di atas
jelas bahwa Taman Buru adalah tidak
termasuk ke dalam KSA maupun KPA.

Oleh  sebab  Keputusan  Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah
produk hukum yang berdasarkan pada aturan
konsiderans (undang-undang dan peraturan
pemerintah) dengan tujuan untuk memberikan
kepastian hukum makaalangkah lebih baik jika
isi amar putusan dibuat lebih jelas, tidak
mempunyai gambaran yang kabur, tidak samar
dan tidak membingungkan bagi setiap
pembacanya demi tegaknya kepastian hukum.




BIG DATA™~DAN MACHINE LEARNING

SEBAGAI ALAT BANTU

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGGUNAAN RUANG

Oleh: irene B. Batoarung, ST, M.Sc

Analis Kebijakan Perlama pada Seldiljen Penegakan Hukum LHK

agchine  learning boleh Jadi
masihmerupakan hal vang kurang
familiar di  telinga sebagian

besarorang. Namun demikian, teknologi
machine learning sebenarnya bukanlah hal
yang baru di Indonesia, walaupun harus diakui
penggunaannya masih terbatas pada beberapa
industri, utamanya industri-industri yang lekat
dengan dunia digital. Misalnya saja,
perusahaan aplikasi transportasi online yang
memanfaatkan machine learning untuk
membaca pola kebiasaan pengguna layanan,
Industri perbankan mengaplikaslkannya dalam

menganalisis perilaku  nasabah  dalam
berinteraksi dan bertransaksi onfine, sehingga
dapat disimpulkan apakah terjadi

penyelewengan dana atau tidak, atau industri
telekomunikasi yang menggunakan machine
learning dalam menerjemahkan berbagai jenis
konten yang tersebar di internet. Tidak hanya
dl sektor swasta, pemanfaatan muochine
learning juga telah mulai diimplementasikan
pada sektor publik, misalnya saja Ditjen Pajak
vang mengeunakan machine learning agar
para wajlb pajak taat untuk membayar pajak
melalui pendekatan teknologi dan informasi.

Muachine learning merupakan cabang
dari disiplin ilmu Kecerdasan Buatan {Artificial
intelligence) yang mulai dikembangkan pada
tahun 1959 oleh perintisnya, Arthur Samuel
dengan menciptakan program yang dapat
mempelajari gerakan untuk memenangkan
permainan checkers dan menyimpan gerakan
tersebut ke dalam memorinya. Pada dasarnya
machine learning merupakan sebuah proses
algoritma komputer yang dapat mempelajari
data, mengenali pola, dan membuat model
berdasarkan data historis. Data merupakan
kunci machine learning Inl, dimana data
nantinya akan digunakan untuk melatih
algoritma untuk mencari model yang cocok
serta akan dipakai untuk mengetes dan
mengetahul performa model yang didapatkan
pada tahapan testing sehingga dapat
menghasilkan model untuk melakukan
klasifikasi atau prediksi terhadap data baru
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yang memungkinkan kita untuk membuat atau
mendukung pengambilan keputusan. Machine
learning mampu mengenal sebuah kejadian
tanpa perintah darioperator dan dapat
menerima dan mempelgjari informasl yang
masuk, tanpa perlu diawasi.

Aplikasi Machine Learning dalam Bidang
Geospasial

Walaupun sebenarnya merupakan teknologi
lama yang telah ada lebih dari 5 dekade lalu,
seiring dengan kemajuan infrastruktur TIK yang
semakin balk dan perkembangan Big Doto
yang memungkinkan komputasi dilakukan jauh
lebih cepat dengan dgte storoge vyang
mumpuni, teknologi maochine learning
diprediksi akan semakin marak
penggunaannya di masa depan. Khususnya
dalam bidang pgeospasial, pemanfaatan
machine learning sangat dimungkinkan dengan
perkembangan teknologli Big Dato dalam
menangani permasalahan pengolahan dan
manajemen data spasial yang sangat besar,
termasuk diantaranya foto udars, citra satelit,
Lidar, terrestrial photographs, peta dengan
berbagai jenis dan resolusi, dan berbagai
variasi data pgeospasial lainnya dan
pertumbuhan data akibat pembaruan data
setiap perlode.

Teknologi machine learming dapat
dikatakan telah mentransformasi Industri
geospasial. Aplikasi geospasial generasi

terbaru dengan pendekatan machine learning
memperkuat ekosistern geospasial dengan
menyediakan tingkat persepsl near-
humonrecl-time  dengan  kemampuannya
dalam mengidentifikasi objek dan pola dari
citra satelit. Perusahaan seperti Digital Globe
misalnya telah dapat mengembangkan
algoritma vyang “dilatih” untuk mendeteksi
objek seperti pesawat terbang, kendaraan, dan
bahkan gajah, dengan volume data satelit yang
sangat besar dan melalui proses komputas]
vang banyak agar hasilnya dapat lebih efektif.
Platform DigitalGlobe, GDBX, memiliki
kemampuan untuk mengaplikasikan machine
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learming pada observasi muka bumi. Selain itu
platform ini juga memiliki kemampuan crowd
sourcing untuk menemukan dan memvalldasl
objek pada citra untuk memvalidasi algoritma
yang digunakan dan “melatih” mesin tersebut.
Perusahaan lalnnya, Orbital Insight,
memproses jutaan data dari piotform GDBX
untuk menganalisis Big Data geospasial.
Dengan membandingkan data saat ini dan data
satelit historis yang telah dikumpulkan
sebelumnya, Orbital Insight mengembangkan
algoritma yang dapat memprediksi kejadian
{tutupan lahan, hasil panen, perkembangan
kota, dll} di masa yang akan datang. Sementara
itu perusahaan teknologi Microsoft telah
melengkapi piranti lunak mochine learning-
nya, Microsoft Azure, dengan fungsi analisis
real-time geospasial. Dengan adanya fungsi Ini,
Azure dapat mengidentifikasi data geospasial
seperti titik, garis, dan poligon, komputasi
poligon berimpitan, dan persimpangan antar
jalur, dil.

Lebih lanjut aplikasi machine learning
dalam geospasial kehutanan saat ini telah
banyak dikembangkan, misalnya saja platform
Global Forest Watch yang dikembangkan oleh
University of Maryland dan World Resources
Institute vang salah satunya  dapat
menganalisis laju deforestasi setiap 16 hari
dengan data satelit. Di samping itu, pada
Januari 2017 lalu dilaporkan bahwa AidData
dan Global Environment Facllity telah berhasil
mengidentifikasi faktor faktor yang
berkontribusi pada degradasi lahan (a.l.
aktivitas manusia vyang menyebabkan
hllangnya produktivitas pertanian, tutupan
hutan, biomassa, dan keanekaragaman hayati)
dalam skala global dengan menggunakan
algoritma machine learning. Peneliti geospasial
AldData, Dan Rufola, menjelaskan metode
penelitian unik ini: "Kami melatih algoritma
kami untuk menggunakan data satelit dengan
resolusi lebih tinggi (resolusi 30 meter)
dibanding resolusi 500 meter yang umumnya
digunakan untuk studi global. Artinya, kami
dapat melihat perubahan pada setiap pchon,
bukan hanya seluruh wilayah hutan, Algoritma
kaml kemudian membandingkan wilayah studi
GEF dengan non wilayah studi yang mirip, dan
membangun kontrafaktual yang akurat
mengenai apa yang akan terjadi pada lahan,
balk ataupun buruk, tanpa adanya proyek
GEF”. Algoritma machine Jlearning vang
digunakan pada studi ini mensortir berbagai
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data, belajar —uniuk--mengidentifikasi dan
menemukan titik hasil dengan penyimpangan
positif — tanpa diberitahu bagaimana dan
dimana menemukannya.

Urgensi Penerapan Teknologl Big Datapada

KLHK

Dengan semakin mudahnya akses terhadap

data dan informasi pada era digital, sektor

publik memerlukan pendekatan teknologl dan
strategi yang baru untuk memanfaatkan hal
ini. Perkembangan teknologi juga menuntut
sektor publik untuk segera bertransformasi
dari penerapan business as usualke perubahan
progresif dengan memanfaatkan kemajuan
teknologi vang ada. Dengan kewenangan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) yang mellputl wilayah yang sangat luas

(termasuk di dalamnya kawasan hutan dan

bukan kawasan hutan) dan dengan berbagai

keterbatasan sumber daya, sudah saatnya

KLHK menerapkan TIK yang lebih lanjut,

misalnya dengan pemanfaatan Big Doto

dengan teknologi machine learning ini.

Terdapat tipa urgensi penerapan teknologi

machine learning untuk analisis geospasial di

KLHK, yaitu:

1. Secara operasionalisasi, pengembangan
geospasial imtelligence dapat memberikan
data yang akurat dan faktual di lapangan
{dengan tingkat kepercayaan tertentu,
sesuai dengan komputasi  statistik).
Teknologi ini dapat memberikan gambaran
mengenai kondisi kawasan hutan dan
bukan kawasan hutan yang terkait dengan
kewenangan KLHK dengan hasil yang
hampir sama dengan persepsi manusia dan
data yang near reai-time.

. Secara Insthtusl, implementasi Big Data dan
machine learning dapat meningkatkan
efektivitas pelaksanaan tugas, anggaran,
maupun waktu. Efisiensi dan efektifitas
kerja akan turut membantu menciptakan
tata pemerintahan yang baik {good
governance). Dengan analisis data vang
cepat dan menyeluruh, petugas lapangan
KLHK dapat menyasar objek dengan lebih
akurat sehingga pada akhirnya akan
menghasilkan penghematan waktu
pelaksanaan dan utamanya menghemat
anggaran negara.

. Secara strategis, pemanfaatan machine
fearning dalam pemantauan kawasan hutan
dan bukan kawasan hutan akan mendukung




pengambilan kebijakan berdasarkan data
dan aktualitas di lapangan. Algoritma
maochine learning dapat memberikan
informasi kejadian di lapangan (contoh:
bukaan lahan secara illegal di kawasan
hutan) secara neor reaci-time sekallgus
memprediksi pola  sekaligus lokasi
pembukaan lahan di kawasan hutan.
Dengan demikian, dapat memberikan
peringatan leblh dini bagi KLHK dan
mempercepat pengambilan keputusan.

Analisis Manfaat Machine Learning pada
KLHK

Pemanfaatan machine learning di KLHK dengan
semakin berkembangnya TIK dewasa ini
menjadi hal yang sangat mungkin dilakukan.
Data sebagal komponen penting
pengembangan teknologi machine learning
dapat menjadi kekuatan dan juga sekalipus
kelemahan KLHK. KLHK tentunya memiliki data
yang paling akurat dan terpercaya serta
menyeluruh mengenai kondisi lingkungan
hidup dan kehutanan di Indonesia, namun
kualitas data harus menjadi perhatian. Kualitas
data (volume, velocity dan wvoriety) yang
dimiliki KLHK menjadi titik sentral
pengembangan Big Data di KLHK.
Permasalahan di institusi pemerintah biasanya
karena tidak adanya manajemen data vang
baik, data dijadikan sebagai bahan baku
laporan {setelah selesai bahan baku data
sudah tidak ada), serta data vang dibutuhkan
tidak konsisten {data historis sulit diperoleh).

Kekuatan selanjutnva yakni kolaborasi
dalam pewujudan  machine  learning.
Pengembangan pembelajaran mesin tentunya
memeriukan kolaborasi antar unit kerja
internal KLHK, utamanya Ditjen terkait,
Pusdatin, serta Balltbang Inovasi. Selain Ru,
pelibatan berbagai pemangku kepentingan
juga menjadi hal yang krusial, utamanya pakar
dari universitas-universitas dengan berbagai
latar belakang terkait, lembaga — lembaga
penelitian, €SO, praktisi TIK, dan berbagai
pihak lainnya vang dapat membantu
pewujudan hal ini.

Hambatan pengimplementasian
machine learning secara teknis yakni rumitnya
integrasl data dan maslh  kurangnya
kemampuan 5DM yang memahami teknologi.
Secara biaya juga harus diakui teknologi ini
dapat dikatakan tidak murah, biaya
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pengembangan —Big—-Datebervariasi antara
2.500 USD = 10.000 USD per Terabyte. Selain
itu, sistem ini juga bukannya tanpa kelemahan.
Kelemahan krusialnya menurut beberapa
peneliti yakni, karena sistem machine learning
mengembangkan aturannya sendirl, terkadang
tidak dapat dijelaskan bagaimana atau
mengapa algoritma memberikan hasil
tertentu. Hal ini masih menjadi hal yang riskan
untuk bergantung pada “kotak hitam” ini.

Sehubungan dengan hal tersebut,
pengembangan Rencana Induk untuk TIK
{RITIK} KLHK menjadi hal yang krusial.

Mengingat nilai investasi untuk infrastruktur
teknologl informasi sangat tinggi ditambah lagi
dengan kecenderungan teknologi vang cepat
usang, perencanaan kebutuhan TIK, termasuk
pengembangan Blg Datog maupun machine
learning, membutuhkan kecermatan vang
tinggi dalam perencanaannya. RITIK akan
mengintegrasikan pengembangan TIK antar
satuan ker]a sehingga visi dan kepemimpinan
TIK menjadi lebih jelas dan utamanya prioritas
pengembangan TIK pun menjadi lebih jelas.

Probabliitas ImplementasiBlg Datapada
Program Prioritas KLHK

Tujuan yang diharapkan dari
pengimplementasian Big Dota pada KLHK yakni
berdaya guna secara operasional,
meningkatkan efektifitas dan efesiensi
institusi, serta menghasilkan  kebijakan

strategis yang akurat dan berdampak.

Utamanya dalam penvelesaian konflik
berlarut-larut mengenal penguasaan kawasan
hutan secara illegal oleh pihak swasta,
masyarakat, pemerintah daerah setempat
{melalul peletakan fasllitas sosial dan fasilitas
umum di dalam kawasan hutan}, dipandang
memeriukan pendekatan alternatif setelah
pendekatan melalui kebijakan maupun
tindakan persuasif maupun represif masih
helum membuahkan hasil yang
menggembirakan. Implementasi Big Daoig
dapat mengintegrasikan berbagai jenis data
dan informasi (termasuk data sosial ekonomi)
sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi
vang lebih komprehensif.

Ke depannya, dengan penerapan Big
Data, ground check di lapangan akan semakin
efektif, dimana lokasi pelaksanaan ground
check didasarkan pada tingkat kepentingan
dan urgensl yang dapat dihasilkan dari

‘pemrosesan machine learning.
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Selain ity diharapkan dengan
implementasi Big Dato, upaya merealisasikan
program TORA {Tanah Objek Reforma Agraria)
yang menjadi amanat Presiden kepada KLHK
dapat terealisasi sesual target. Kurangnya
integrasi data menyebabkan pemahaman yang
parsial sehingga menimbulkan kendala dalam
kebijakan. Seringkali kendala TORA di lapangan
yakni alokasi wilayah TORA pada wilayah yang
rawan konflik. Misalnya saja hasll pemantauan
tim Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan pada
Ekosistem Tesso Nilo bulan Juni lalu
menunjukkan bahwa wilayah alokasi TORA
tersebut sangat rawan. Penguasaan hutan
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secara ilfegal marak-di-~dalamnya. Hal ini
menjadi ironi, mengingat bahwa KLHK telah
memiliki peta sebaran wilayah konflik seluruh
Indonesia, namun alokasi wilayah TORA masih
bersinggungan dengan wilayah konflik
tersebut.

Di masa depan diharapkan implementasi
Blg Deota dan machine Jlearning dapat
membanty memberikan informasi vyang
komprehensif dalam pengambilan keputusan
sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh KLHK
dapat berkualitas dan berdampak luas bagl
kesejahteraan rakyat.




SEKILAS ACARA WORKSHOP ON REGIONAL LAND COVER MONITORING
SYSTEM (RCLMS) — PRODUCTION WORKSHOP #4
CUSTOMIZATION AND USER ENGAGEMENT, SERVIR -MEKONG

Oleh: Melisa Elisabeth
4BCLMS) - Production Workshop #4:

miir-ricms.appspot.com; (2} Peserta
yang dilakukan pada tanggal 1 %.d.°37% _ ahami struktur dan operasi
Agustus 2017 yang diselenggarakan di rogram RLCMS; (3) ldentifikasi dan rencana
Bangkok, Thailand. Peserta Workshop yang pengembangan  RLCMS  sesual  dengan
diundang dari beberapa negara diantaranya kebutuhan pengguna.
yaitu Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam dan RCLMS merupakan sistemn pemantauan
Mepal dan beberapa organisasi tergabung penutupan lahan dengan metode otomatis
dalam Program Servir Mekong seperti ADPC klasifikasi yang diproses dengan aplikasi survey
|Aslans Disaster Preparedness Center), NASA hutan/penutupan lahan vyaitu Collect Earth
(The Natlonal Aeronoutics and  Space Online dengan portal ceo.sig-gis.com yang
e infstration), USAID (The United Stotes memungkinkan pengumpulan data melalui
_[Br International Development), FAD data citra satelit yang sudah tersedia secara
Food and Agriculture Organization of the online (Google Earth, Bing Maps dan lain-lain).
‘d  Nations). SERVIR-Mekong bekerja
beberapa -organisasi tersebut untuk
n sistem RCLMS.
-Mekong bekerja bersama
n° beberapa organisasi ini  untuk
rbalki pengelolaan lingkungan dan
berikan bantuan membangun ketahanan
rhadap efek negatif pada perubahan iklim
. pada negara-negara yang sudah didukung
' diantaranya vaitu Kamboja, Laos, Vietnam,
Thafland dan Myanmar. SERVIR bekerja untuk

Workshop on Regional Land
stomization ond User Eﬁg‘qg

memperlancar akses data dan citra dari satelit Gambar 2. Aplikasi Collect Earth Onilne
sehingga pengguna dapat mengintegrasikan
informasi ini ke dalam alat dan model yang Awal Program SERVIR Mekong ini

dapat diakses oleh berbagai pengguna yafig dimulai dari suatu kondisi yang sedang dialami
membutuhkan data tersebut. \" oleh Bumi saat ini sebagai saksi dari sistem
iklimg, yang belum pernah terjadi sebelummya.
Bl satu kejadian yang terjadi saat ini yaitu
I@nasgn bumi dengan kenaikan permukaan
jir dan kekeringan yang terjadi lebib
ekosistemn berubah secara dramatis
g+ mengubah mata pencaharian bagi
yang terkena dampak besar Dalam
s lingkungan yang berubah, beberapa
IBeEn masyarakat membutuhkan Informasi
¥ang dibutuhkan untuk memahami dan
memecahkan tantangan lokal, nasional dan
internasional. Solusi dari tantangan inl dengan
menggunakan iimu  pengetahuan  dan
Tujuan dari kegiatan ini antara lain yaitu teknologi. Sehingga diperlukan pengambilan
(1) Meluncurkan portal Regional Land Cover tindakan sebelum kerusakan menjadi lebih
Monitoring System (RCLMS] dengan alamat parah,

Garmbar 1. Peserta Workshop
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Salah  satunya dengan  membangun statistik untuk menunjukan tingkat emisi gas

sistern  pemantauan  penutupan  lahan rumah kaca, vang akan digunakan sebagai
menggunakan teknologl penginderaan Jauh pengelolaan kegiatan untuk menurunkan emisi
melalui  pemanfaatan penggunaan satelit. dan melaporkannya kepada UNFCCC (United
Salah satu jenis satelit yang baik digunakan Nations Framework Convention on Climate
adalah satelit pengamat bufi yang dirancang Change.

"

khusus untuk mengamati Bumi dari orbit.
Peluncuran satelit buatan .man
pertama “Sputnikl® diluncurkan oleh: Negad®
Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 hingg
berbagai satelit pun mulai berkembang deng
berbagai macam jenis satelit yang Sgug
hingga sekarang. Penggunaan saf]
memberikan keuntungan wntuk mend
pengetahuan dan pemahaman kondis
seluruh tanah. Mengumpulkan ?ﬂ :
tentang planet dan ikiim dalam sKala yang Gambar 4, Diskusi Nasional GHG
global. Data vyang dikumpulka#h selama i akan. berdanjct: dengan

bertahun-tahun, memillki potensi informasi P rogram bt i Ui s i c
vang bisa diketahui khususnya penyebab pesiart CAN GREArBas] QAN VWINSIchs I Lt

S R menggunakan sistem RCLMS salah satunya
prnbhsn dim nl alatnya yaitu Collect Eorth Online guna
membantu memberikan layanan di negara-
negara yang sudah berkerja sama untuk
membantu  menurunkan resiko  perubahan
Iklirn dan lingkungan termasuk bencana.

Kelebihan dari Pemantauan penutupan
lahan dapat dilakukan dengan menggunakan
cloud computing/sistem komputer awan yang
mempunyal kelebihan lebih cepat dan tidak
membutuhkan alat penyimpanan dan alat

: pemrosesan citra satelit  sendifi serta
" Kegiatam RCLMS ini sebagai bagian dari membutuhkan sedikit SDM. Hai ini berpeluang
- gram  SERVIR-Mekong  yang  sudah sebagai bahan pengembangan  sistem

ksanakan dari tahun 2014-2019. Program monitoring hutan nasional sehingga lebih

Garfbar 3. Diskusi Sistem ACLMS

" servir Mekong ini bekerja sama dengan cepat, akurat, konsisten dan transparan.

beberapa organisasi untuk membantu negara- invedrmsis hsnisers 0F Erran et & Foresto

negara dalam  menggunakan  informasi Borviv . it bttt oyoes

disediakan melalul observasli bumi dan =] =2

teknologi geospasial untuk mengatur resiko = ==

vang terjadi pada iklim. = A=
Workshop ke 4 melanjutkan kerjasama = |:—-"—._r—|

yang diperkenalkan sebelumnya pada : ! '

Workshop ketiga. Partisipasi organisasi dan- o

lembaga berkolaborasi membangun.
RCLMS pada negara masing-masi
disesugikan dengan rencana pem
negara tersebut sendiri,
Salah satunya negara Vietnam :
Myanmar merencanakan menggunakan s-stern "
inl sebagali ukuran dan pelaporan guna
mengatasi perubahan iklim, salah satunya
melalui pengembangan peta tahunan dan
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